
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER-07 /BC/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NOMOR PER-3

.
2/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN 

. · DI BIDANG EKSPOR . 

Menimbang 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di
bidang ekspor telah diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3_2/BC/2014 tentang
Tata Laksarta Kepabeanan Di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah dengan PER-29/BC/2016;

b. bahwa dalatn rangka. mendukung upaya peningkatan
ekspor melalui penyesuaian ketentuan pemeriksaan
barang ekspor dan men.ingkatkan pengawasan atas
barang . ekspor, telah diterbitkan Peratura_n Menteri
Keuangan Nomor /PMK.04/2019 tentang Perubahan
Ketiga · Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di
Bidang Ekspor;

c. bahwa untuk · lebih m_eningkatkan pelayanan dan
pengawasan kepabeanan ·di· bidang . ekspor serta
menyelaraskan. ketentuan kepabeanan di bidang ekspor

. sesuai . · Peraturan Menteri Keuangan 
-Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor, perlu
menyemp-µ.rnakan ketentuan rri.engenai tata laksana
kepabeanan. di bidang ekspor; ·

d. bahwa berdasarkan pertimbangan · . sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf Q dan huruf c, serta
dalam rangka melaksan:akan ketentuan Pasal 21
Peraturan Menteri Keuangan Noinor 145/PMK.04 /2007
ten tang . Ketentuan . Kepabeanan Di· Bidang Ekspor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengari
Peratur� ·Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014
dan Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
214/PMK.04/2008 tentang �emungutan Bea Keluar
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3�/BC/2014 tentang
Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;



Mengingat 

Menetapkan 

�-

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran_ Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.mer ·17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan_ Pemerintah· Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Pengenaan . Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
(Lerribatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
116�. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4886);

3: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 
tentang Ketentuan · Kepab�anan Di Bidang Ekspor 
sebagainiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2014; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nom,or 214/PMK.04/2008
tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah 

. beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 86/PMK.04/2014;· 

5. Peraturan Direktur Jenderal Be'a dan Cukai. Nomor
PER..,32/BC/�014 tentang Tata Laksana ·Kepabeanan di
'Bidang · Ekspor . sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
PER:-29/BC/2016; 

MEMUTUSKAN: 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
JENDERAL BEA DAN CUKAI 
TENTANG TATA. LAKSANA 
EKSPOR. 

PERATURAN DIREKTUR 
NOMOR. PER-32/BC/2014 · 

KEPABEANAN DI BlbANG 

PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea 
clan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tent_ang Tata Laksana 
Kepabeanan. ·di Bidang. Ekspor sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Direktur Jenderal ·Bea dan Cukai Nomor 
PER-29/BC/2016 tentang Perubahan Atas Peraturari 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014, 

· diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 �iubah, s�h�ngga berbunyi sebagai

berikut: ·
Pasal 1 · 

Dalam Peraturan .I;)irektur Jenderal (ni yang dimaksud. 
dengan: .· 



10. 

14. 

Undang-Undang Kepabeanan - adalah Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006. 

. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 
daerah pabean. 

.. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan 
hukum yang melakukan Ekspor. 
Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang 
selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan 
usaha yang melakukan kegiatan pengurusan 
pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas 
kuasa importir atau Eksportir. 

. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat 
dengan PJT adalah perusahaan yang memperoleh 

“izin usaha jasa titipan dari instansi yang berwenang 
serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan 
kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean. 
Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan 
pemberitahuan . ekspor “barang dan telah 
mendapatkan nomor pendaftaran. . | 
Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya 

| disingkat dengan PEB adalah pemberitahuan 
pabean yang digunakan untuk memberitahukan 
ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir 
atau data elektronik. 

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas- 
batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, . 
atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas 
barang yang sepenuhnya. berada di bawah 
pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 
Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya 
disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/atau 
“lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan 
itu di Kawasan Pabean untuk menimbun. barang 
sementara. menunggu pemuatan : atau 
pengeluarannya. 

Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya 
. disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat: 
atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu 
yang digunakan “untuk menimbun, mengolah, 

. memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk 
dijual dengan mendapatkan penangguhan bea 
masuk. 

Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya 
disingkat dengan TPP adalah bangunan dan/atau 
lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan ' 
itu yang disediakan oleh pemerintah di kantor 
pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai. untuk menyimpan barang 

- tidak dikuasai, barang dikuasai negara, dan barang 
milik negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan. 

@



3. 

13. 

14. 

15, 

ie. 

17. 
'- yang selanjutnya disebut KITE Pengembalian adalah 
 perigembalian bea masuk yang telah dibayar atas 

19. 

20.. 
.selanjutnya disingkat dengan NPPD adalah 
'pemberitahuan kepada Eksportir oleh pejabat 
pemeriksa dokumen - atau Sistem Komputer 
Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk 

Minyak Dan Gas Bumi Serta Bahan Bakar Minyak 
yang selanjutnya disebut dengan Migas dan BBM 
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan 

minyak 
bumi. : 

Sistem Komputer Pelayanan adalah iatsan komputer 
yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka 
pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 

Pertukaran Data Elektronik yang “selanjutnya 
disingkat dengan PDE adalah alir informasi bisnis 
antar aplikasi dan organisasi secara elektronik, yang 
terintegrasi dengan. menggunakan standar yang 
disepakati bersama. 

Media Penyimpan Data Elektronik adalah media 
. yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket, 
compact disc, flash disk, dan yang sejenisnya. 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, 
yang selanjutnya disebut KITE Pembebasan, adalah 
pembebasan bea masuk serta Pajak Pertambahan 
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak 
dipungut atas impor atau pemasukan barang dan 
bahan yang berasal dari luar daerah pabean untuk 
diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 
dengan tujuan untuk diekspor. 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, 

impor atau pemasukan barang dan bahan yang 
berasal dari luar daerah pabean untuk diolah, 
dirakit, atau dipasang pada. barang lain sena 

00... tujuan untuk diekspor. 

1s. 
. Undang-Undang Kepabeanan - yang dikenakan 

Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan 

terhadap Barang Ekspor. 

Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat 
dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh ' 
pejabat. pemeriksa dokumen, Sistem Komputer 
Pelayanan atau pejabat pemeriksa barang atas PEB 
yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan 
barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean 
dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut. 

Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang. 

menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh 
instansi terkait.



2, 

22. 

25, 

£ DA: 
disingkat dengan PP-PEB adalah pemberitahuan 

25. 

26. 

27, 

28, 

Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang 
selanjutnya — disingkat dengan PPB - adalah 
“pemberitahuan kepada Eksportir oleh pejabat 
pemeriksa. dokumen atau Sistem Komputer 
Pelayanan di kantor pabean pemuatan untuk 
dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Barang 
Ekspor. | | 

Pemberitahuan Kesiapan Barang yang selanjutnya. 
disingkat dengan PKB adalah pemberitahuan yang 
dibuat oleh Eksportir atau kuasanya yang ' 
menyatakan kesiapan Barang. Ekspor . untuk 
dilakukan pemeriksaan fisik. 

Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya . 
disingkat dengan NPP adalah pemberitahuan kepada 
Eksportir - oleh Kepala Kantor Pabean, pejabat 
pemeriksa dokumen, pejabat bea dan cukai 
penerima dokumen atau Sistem Komputer Pelayanan 
di kantor pabean pemuatan yang memberitahukan 
bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan 
dokumen pelengkap pabean tidak lengkap dan/atau 
tidak sesuai. Tg 
Pemberitahuan Pembetulan PEB yang selanjutnya 

yang berisi rincian data PEB yang akan dilakukan 
pembetulan. -. . : 

Konsolidasi . Barang . Ekspor adalah kegiatan 
. mengumpulkan Barang Ekspor yang diberitahukan 
dalam 2 (dua) atau lebih PEB dengan menggunakan 
1 (satu) peti kemas sebelum barang-barang ekspor 
tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk 
dimuat ke sarana pengangkut. 

Konsolidator Barang Ekspor yang selanjutnya 
disebut Konsolidator adalah badan usaha yang 
melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) Barang 
Ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut 
dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke 
sarana pengangkut. | 

Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang 
selanjutnya disingkat dengan PKBE adalah 
pemberitahuan Barang Ekspor konsolidasi yang 
“dibuat oleh Konsolidator, Eksportir, atau Eksportir 
dalam satu kelompok perusahaan, yang berisi 
rincian seluruh PEB, Nota Pelayanan Ekspor dan 

. dokumen pengiriman barang layanan pos. 

Pemberitahuan Pembetulan Pemberitahuan . 
. Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya : 
disingkat dengan PP-PKBE adalah pemberitahuan 
yang berisi rincian data PKBE yang akan dilakukan 
pembetulan. BK DN 

&



29. 

30. 

BL. 

32. 

38, 

34. 

35. 

36. 

97. 

38. 

Barang Ekspor Okbuksan Adalah Barang Ekspor 
yang mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau: 
fasilitas Pengembalian yang wajib Da dalam 
satu kesatuan unit. 

Diekspor Dalam Satu Kesatuan Unit adalah hasil : 
produksi perusahaan digabungkan menjadi satu 
kesatuan yang utuh dengan hasil produksi 
perusahaan lain, namun masing-masing barang 
masih dapat dipisahkan seperti akumulator yang 
dipasangkan pada kendaraan bermotor. 

Perusahaan Pengirim Barang adalah perusahaan di 
dalam negeri yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/atau fasilitas Pengembalian, yang mengirim 
barang hasil produksinya ke perusahaan penerima 

digabung Barang 
Gabungan. : 

Perusahaan Penerima Barang adalah perusahaan di 
dalam negeri yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/atau fasilitas Pengembalian, yang. menerima 
barang hasil produksi Perusahaan Pengirim Barang 
untuk digabung menjadi Barang Ekspor Gabungan. 

Surat. Serah Terima Barang yang selanjutnya 
disingkat SSTB adalah bukti telah diserahkan dan ' 
diterimanya suatu barang antara Perusahaan 
Pengirim Barang dan Perusahaan Penerima Barang 
yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI : 
adalah produk dari kegiatan intelijen yang 
menunjukkan indikasi . mengenai adanya 
pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 

Kegiatan . Intelijen Di Bidang Ekspor adalah 
“serangkaian kegiatan didalam siklus intelijen yang 
meliputi perencanaan tugas intelijen, pengumpulan, 
penilaian penyusunan, pembandingan, analisis, 
penyebaran, dan pengkajian ulang data berdasarkan 
informasi yang berasal dari database dan/atau 
informasi lainnya yang menunjukkan indikator 
risiko adanya pelanggaran di bidang ekspor. 

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan 
' kepada Pengguna Jasa untuk. berhubungan dengan 
sistem pelayanan ' kepabeanan baik yang 
menggunakan teknologi informasi maupun manual. 

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat 
NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan 
oleh lembaga Online Single Submission (OSS) setelah 
pelaku usaha melakukan pendaftaran. 

Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang 
selanjutnya . disingkat SPPBE “adalah surat 
persetujuan pengeluaran Barang Ekspor dari 
Kawasan Pabean tempat pemuatan ke daerah 
pabean. 

9



39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

45. 

15, 

47. 

48. 

49. 

Angkutan Multimoda adalah angkutan barang 
dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda 
angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak 
pengangkutan yang menggunakan dokumen 
angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya 
barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu 
tempat yang ditentukan. untuk penyerahan barang 
tersebut. 

"Pelabuhan Muat Asal adalah pelakahka laut atau 
udara tempat dimuatnya barang yang akan diekspor 
'ke sarana pengangkut dalam negeri yang bukan 
merupakan bagian dari Angkutan Multimoda. 

Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau 
. Udara tempat dimuatnya Barang Ekspor ke: 

a. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju 
keluar daerah pabean, atau. 

b. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan . 
bagian dari Angkutan Multimoda. 

Tempat Muat Ekspor adalah Kawasan Pabean atau 
tempat.lain dengan izin Kepala Kantor Pabean untuk 
pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut laut 
atau darat yang akan berangkat ke luar daerah 
pabean melalui perbatasan laut atau perbatasan 

| darat yang ditunjuk. 

. Kantor. Wilayah adalah Kantor Wilayah. Direktorat 
— Jenderal Bea dan Cukai. 

44. Kantor Pabean adalah Kantor Pelkkatan Utama Bea 
dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan 
Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban 
pabean. 

Kantor Pabean Pemeriksaan adlah Kantor Pabean 
yang melaksanakan pemeriksaan fisik Barang 

' Ekspor. 

Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan kegiatan: 
intelijen, penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain 
dalam rangka pengawasan. 

“Direktur Jenderal adalah Direkdar Jenderal Bea dan 

Cukai. 

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat 
. Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam 
jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu 
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen adalah Pejabat Bea siasi 
Cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian 
dan penetapan atas data PEB.



50. Pejabat Pemeriksa Barang adalah. Pejabat Bea dan 
Cukai yang berwenang . untuk . melakukan 

51. 

52. 

pemeriksaan fisik Barang Ekspor dan ditunjuk 
secara langsung melalui Sistem Komputer Pelayanan 
atau oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen. | 

Petugas Pengawasan Stuffing adalah Pejabat Bea 
dan Cukai yang mengawasi pemuatan barang ke. 
dalam peti kemas. 

Petugas Dinas Luar adalah Pejabat Bea dan Cukai | 
| yang melakukan pengawasan pemasukan atau 

pengeluaran Barang Ekspor di Kawasan Pabean 
. tempat pemuatan atau pemuatan Barang Ekspor di 
tempat lain, serta pengawasan pengeluaran Barang 
Ekspor di Tempat Penimbunan Berikat. 

Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 

Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut: : 

' Pasal 12 

(1l)Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam 

PEB atau pemberitahuan pabean lainnya. dilakukan 

penelitian dokumen setelan dokumen pemberitahuan 

disampaikan. 

(2)Pada Kantor Pabean Derinaskai yang dalam sistem 

pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE 

kepabeanan dan telah menerapkan secara penuh 

sistem INSW, dilakukan: 

a. 

b. 

penelitian ' pemenuhan 'ketentuan — larangan 
dan/atau pembatasan oleh portal INSW, 

penelitian oleh Sistem Kempotet Pelayanan 

meliputi: 

1. ada atau ditatkaroa! NIB atau Akses Kepabeanan: 

2. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 

— registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan 
perundang- undangan . mengenai registrasi 

kepabeanan: 

3. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK, 

4, ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir / PPJK, 

5. kelengkapan pengisian data PEB, dan/atau 

6. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 

Ekspor dikenakan Bea Keluar.



C. penelitian oleh Pejabat Bea. dan Cukai yang 
. menangani penelitian NIB atau Akses Kepabeanan, dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer 

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 2 menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir tidak ada dan memerlukan penelitian. lebih lanjut: dan .. ' 

d. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan, dalam hal hasil penelitian portal 
INSW. sebagaimana dimaksud pada huruf a 
memerlukan penelitian lebih lanjut. 

(3) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem . pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE 
kepabeanan tetapi belum menerapkan secara penuh 
Sistem INSW, dilakukan: " 

. meliputi: Ka 3 | 

1. penelitian pemenuhan ketentuan larangan 
| dan/atau pembatasan: | 

2. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir, 

3. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan . 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan 
perundang-undangan mengenai registrasi 
kepabeanan: | : 

4. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK: 

| 5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir / PPJK: - 
6. kelengkapan pengisian data PEB: dan/atau 
7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 

' Ekspor dikenakan Bea Keluar: 

b. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian NIB atau Akses Kepabeanan, 
dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer 
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a -: 
butir 2 menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir tidak ada dan memerlukan penelitian ' 
lebih lanjut, dan 

Cc. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/atau 
“pembatasan, dalam hal hasil penelitian Sistem 
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
huruf:a butir 1 memerlukan penelitian lebih lanjut. 

(4) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam 
bentuk .Media Penyimpan Data Elektronik dan telah 
menerapkan secara penuh sistem IN SW, dilakukan: 

@ 
(



a. pebiebiban oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima 
dokumen meliputi: 

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean: 

2. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a) dokumen pelengkap pabean: dan/atau 

- b) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal 
Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 

b. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 
meliputi: 

1. penelitian senen, kaberikears larangan 
“dan/atau pembatasan berdasarkan data yang 
diterima dari portal INSW, 

2. ada atau tidaknya NIB atau Akses Meriliaiaa 
Eksportir, 

''8. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan . 
perundang-undangan mengenai registrasi 
kepabeanan, 

4. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK, 

5. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK, 

6. kelengkapan pengisian data PEB, dan/atau 

7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 
Ekspor dikenakan Bea Keluar, : 

c. penelitian oleh Pejabat Bea. dan Cukai yang 
. menangani penelitian NIB atau Akses Kepabeanan, 
dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer 
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
butir 2 menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir tidak ada dan memerlukan penelitian 
lebih lanjut, dan 

d. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan, dalam hal hasil penelitian Sistem 

Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b butir 1 memerlukan penelitian lebih lanjut. 

(S)Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam 
bentuk Media Penyimpan Data Elektronik tetapi 
belum menerapkan secara penuh sistem INSW, 
dilakukan: 

a. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima 
dokumen meliputi: 

1. kelengkapan dokumen pelengkap pabean: 

2. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

a) dokumen pelengkap pabean, dan /atau 

6 
(



b) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal 
Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 

b. penelitian oleh Sistem . Komputer - Pelayanan 
meliputi: | 

“1. penelitian pemenuhan. ketentuan Jaana 
dan/atau pembatasan, 

Eksportir, $ 

8, pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan 
perundang-undangan mengenai registrasi 
kepabeanan: 

4. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK, 

8 ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK: 

6. kelengkapan pengisian data PEB: dan / atau 

7. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang 
. Ekspor dikenakan Bea Keluar, 

Cc. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian NIB atau.Akses Kepabeanan, 
dalam hal hasil penelitian. oleh Sistem Komputer 
Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf b 
butir 2 menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir atau .tidak ada dan: memerlukan 
penelitian lebih lanjut, dan | 

d. penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan, dalam hal hasil penelitian Sistem 
Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b butir 1 memerlukan penelitian lebih lanjut. 

(6) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya melayani. PEB dalam 
bentuk tulisan di atas formulir, penelitian dokumen 

dilakukan oleh: 

meliputi: | 

1, ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir, 

2. pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan 
registrasi kepabeanan mengikuti ketentuan 

' perundang-undangan mengenai registrasi 
- kepabeanan, 

3. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan 
PPJK, dalam hal PEB diajukan oleh PPJK, 

4. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK: 

5. kelengkapan dokumen pelengkap, dan/atau 

6. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan: 

@ 
(



b. 

a) dokumen pelengkap pabean, dan /atau 

b) bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal 
— Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
Akses Kepabeanan, dalam hal hasil penelitian 
sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 2 
menunjukkan NIB atau Akses Kepabeanan 
Eksportir atau tanda terima permohonan registrasi 
kepabeanan tidak ada dan memerlukan penelitian 
lebih lanjut: dan | 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan/atau pembatasan terhadap 
kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh 
instansi teknis...” | 

8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 dihapus, 
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13 

(1)Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
- pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE 

kepabeanan, dalam hal penelitian atas pengisian data 
PEB menunjukkan: 

a. 

b. 

respon NPP, 

lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi ekspornya dan persyaratan 
ekspornya. belum dipenuhi, diterbitkan respon 
NPPD: 

lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau 
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah 
dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan 
pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan respon NPE: atau 

lengkap dan -sesuai, dan tidak termasuk barang 
. yang dilarang atau dibatasi. ekspornya, atau 
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah 
dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan 
pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan respon PPB. 

(2)Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeannya melayani PEB dalam bentuk 
Media Penyimpanan Data. Elektronik atau tulisan di 
atas formulir, dalam hal penelitian atas pengisian data 
PEB menunjukkan: | | 

G 
(



a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB 
dikembalikan kepada Eksportir disertai NPP: 

b. lengkap dan sesuai, tetapi termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi ekspornya dan persyaratan 
ekspornya belum dipenuhi, diterbitkan NPPD: 

c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau 
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah 
dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan 

. pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan NPE: atau 

d. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau 
termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah 
dipenuhi, dan Barang “Ekspor dilakukan : 
pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal 
pendaftaran dan diterbitkan PPB. 

(8)Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dokumen 
pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi 
teknis sebagaimana tercantum dalam NPPD harus. 
diserahkan Eksportir kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani barang larangan dan/atau 
pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke 
Kawasan Pabean. : . | 

(4) Dihapus. 

(5) Dihapus. 

(6)Dalam hal dokumen pelengkap pabean yang . 
tercantum dalam NPPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b tidak dipenuhi 
oleh Eksportir dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah tanggal. diterbitkan NPPD,. 
diterbitkan NPP. 0 

(7) Dokumen pelengkap pabean berupa laporan surveyor, 
dapat disampaikan melebihi jangka waktu 7 (tujuh) 
hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(8)NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dan ayat (2) huruf. c, dicetak sesuai peruntukannya 
sebagai berikut: 

a. 1 (satu) lembar untuk Eksportir: 

b. 1 (satu) lembar untuk pengusaha TPS, 

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean. '



4. Ketentuan ayat (2), ayat (4a) Pasal 14 diubah, ayat (3), 
ayat (4) dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) 
disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), 
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga 
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Terhadap. Barang ' Ekspor dapat dilakukan 
pemeriksaan fisik. | : 

“ (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan terhadap: | 

a. 

b. 

Barang Ekspor yang akan diimpor kembali: 

Barang Ekspor yang pada saat impornya 
ditujukan untuk diekspor kembali: 

Barang ekspor yang mendapat fasilitas: 

pembebasan,” | 

2) KITE pengembalian, dan/atau 

3) KITE Industri Kecil dan Menengah 

Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, 

Barang Ekspor yang ditetapkan oleh Menteri yang 
| ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama 
Menteri. : Aa 

Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari 
Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya 
indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau 
telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 
perundang-undangan di bidang perpajakan:atau 

Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis 
atas informasi yang diperoleh dari Unit 
Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang 
kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi 
pelanggaran ketentuan perundang-undangan: 

(3) Dihapus 

(Ba)Direktur Jenderal atas. nama Menteri dapat 
menetapkan barang ekspor yang dikenakan. 
pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf e berdasarkan: 

a. rekomendasi dari Kementerian/ Lembaga terkait 

atau , 

. rekomendasi dari Unit Internal DJBC.



(3b) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e 
dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen 
risiko yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(4) Dihapus. 
| 

(Ya) Dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dikenakan Bea Keluar, 
selektifitas pemeriksaan dilaksanakan sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) 
dan sesuai ketentuan mengenai pemeriksaan secara 
selektif untuk ekspor barang yang dikenakan Bea ' 
Keluar. 

(5) Dihapus. . 

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 
berbunyi sebagai berikut: 2 

Pasal 16 

| barang. Pa aga 

(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan terhadap Barang Ekspor sebagaimana : 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, 
huruf f dan huruf g. 8 

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1). Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor 
sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 14 ayat (2) 

. meliputi pemeriksaan jumlah-dan jenis barang. 
(2) Dihapus. : 

(3) Dihapus. 
(4) Dihapus.



“7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal 

berikut te 2 

Pasal 18A 

Pemeriksaan fisik barang terhadap Barang Ekspor kelapa 
sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya 
mengikuti peraturan perundangan-undangan mengenai 

. ketentuan ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan 
produk turunannya. : , 

8. Ketentuan diantara. ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 
disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (la) dan ayat (lb), 
serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga 
Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 19 

. (1) Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil 
pemeriksaan fisik barang di lembar hasil 
pemeriksaan fisik barang pada PEB dan/atau 

. merekam hasil pemeriksaan fisik barang ke Sistem 
. Komputer Pelayanan. | 

“(la)Dalam hal pemeriksaan fisik dilakukan di luar 
“kawasan pabean pemuatan, Kepala Kantor dapat 
meminta bantuan pemeriksaan melalui Sistem 
Komputer Pelayanan kepada Kantor Pabean terdekat 
dari lokasi pemeriksaan. “. ei 

(1b) Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil 
. pemeriksaan fisik barang di lembar hasil 

pemeriksaan fisik . barang. untuk kemudian 
disampaikan melalui Sistem Komputer Pelayanan 
kepada kantor pengawas pemuatan barang ekspor 
sebagai dasar penerbitan NPE. 

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan 
jumlah dan/atau jenis barang sesuai: 

a. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan NPE, 
dalam hal Barang Ekspor tidak termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi atau termasuk barang 
yang dilarang atau dibatasi tetapi persyaratan 
ekspornya telah dipenuhi: 

b. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB dan 
hasil pemeriksaan fisik barang serta dokumen 
pelengkap pabean kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk diterbitkan NPE setelah semua 
persyaratan ekspor dipenuhi, dalam hal Barang 
Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi, | 

c. Pejabat '” Pemeriksa Dokumen melakukan 
penelitian perhitungan Bea Keluar, dalam hal 
Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar. | 

| &



(3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan 
jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, 
terhadap: 

(4) 

a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota 
pembetulan, - 

- Barang Ekspor yang pada saat impornya 
ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat 

| Pemeriksa Dokumen menerbitkan hota 
pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor 
yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil 
pemeriksaan fisik barang dengan dilampiri nota 
pembetulan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani administrasi impor sementara untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut: 

Barang Ekspor “yang mendapat fasilitas 
Pembebasan dan/atau fasilitas Pengembalian, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan nota 
pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor 
yang: di dalamnya sudah dicantumkan hasil 
pemeriksaan fisik dengan dilampiri nota 
pembetulan kepada “Unit Pengawasan untuk 
dilakukan penelitian lebih lanjut: 

. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 

. dokumen ekspor yang di dalamnya sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit 

“Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih : 
lanjut, 

Barang Ekspor yang termasuk barang yang. 
dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa 
Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang di 
dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan 
fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan 
penelitian lebih lanjut, dan/atau 

Barang Ekspor yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal atas nama Menteri, Pejabat Pemeriksa 
Dokumen menyerahkan dokumen ekspor yang di 
dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan 
fisik kepada Unit Pengawasan untuk. dilakukan 
penelitian lebih lanjut. | (5x 

NPE diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen 
atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada: 

a. 

b. 

PEB, 

ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan 
huruf f setelah dipenuhi kewajiban pabean dan 
ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak 
terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.



(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

. Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi Barang 

melakukan uji laboratorium. ati 

Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), “Pejabat Pemeriksa 
Dokumen menerbitkan NPE setelah diterbitkannya 
hasil uji laboratorium. 

Dalam hal. barang ekspor yang dikenakan Bea 
Keluar dilakukan uji laboratorium, NPE dapat 
diterbitkan “tanpa harus menunggu hasil uji 
laboratorium. 

Dalam hal hasil uji laboratorium sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) kedapatan 
sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen ekspor dilampiri dengan hasil uji 
laboratorium kepada Pejabat Bea dan' Cukai yang 

. menangani distribusi dokumen. 

Dalam hal hasil uji laboratorium: 

a. sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kedapatan 
tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen 

“ menerbitkan nota pembetulan. 

b. sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kedapatan 
tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen 
melakukan penetapan penghitungan Bea Keluar 
dan menerbitkan SPPBK. 

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan ayat (3) Pasal 26 
dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(4). 

Pasal 26 

Eksportir yang mendapat fasilitas Pembebasan 
dan/atau fasilitas Pengembalian dapat melakukan 
ekspor barang gabungan dengan cara 
menggabungkan barang hasil produksinya dengan 
barang hasil produksi dari perusahaan lain yang 
mendapat fasilitas Pembebasan dan/atau fasilitas 
Pengembalian. « 

Perusahaan Pengirim Barang memberitahukan 
barang yang akan . diserahkannya kepada 

SSTB. 

Dihapus. 

SSTB. dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang 
peruntukannya sebagai berikut: 

a. 1 (satu) lembar untuk Perusahaan Penerima 
Barang,



b. 1 (satu) lembar untuk Perusahaan Pengirim 
Barang: dan | 

pemuatan. 

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 dihapus, ayat (3) Pasal 27 
. diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

Pasal 27 

Barang Ekspor Gabungan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) diberitahukan dalam 1 (satu) 
PEB. oleh Perusahaan Penerima Barang sebagai 
Barang Ekspor dengan mengisi. lembar lampiran: 
untuk Barang Ekspor Gabungan pada PEB. 

Dihapus. - 

(3) Tata kerja pelayanan Barang Ekspor Gabungan 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

. Direktur Jenderal Nomor PER-32 /BC/2014. 

11.BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai 
berikut: 

BAB IV 

BARANG DAN BAHAN ASAL IMPOR YANG MENDAPAT 
FASILITAS PEMBEBASAN 

12, Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan 
ayat (9) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 28 

Ekspor barang dan bahan asal impor yang mendapat 
fasilitas Pembebasan tanpa melalui proses 
pengolahan, dapat dilakukan setelah Eksportir 
mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor 
Pabean pemuatan. 

“Ekspor barang dan bahan asal impor sebagaimana 
dimaksud pada “ayat. (1) dilaksanakan -dengan 
menggunakan PEB. 

Realisasi ekspor barang dan bahan asal impor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

. melebihi periode pembebasan yang tercantum dalam 
Keputusan KITE Pembebasan dan/atau Keputusan 

. KITE Pengembalian.



(4) Persetujuan “Kepala Kantor Pabean pemuatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
diperoleh Eksportir dengan mengajukan 
permohonan yang memuat alasan dilakukannya 
ekspor dan disertai keterangan mengenai: 

a. nama, alamat penerima/pembeli, dan negara | 
— tujuan, ana | 

: “dan Ban 

c. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif 
barang yang diekspor. 

- (S) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copy 
pemberitahuan impor barang yang ditandasahkan 
oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
distribusi dokumen, invoice, packing list, surat tanda 
terima jaminan dan surat keputusan penerbitan 
Surat Keputusan KITE Pembebasan dan /atau Surat 
Keputusan KITE Pengembalian. 

(6) Ekspor barang dan bahan asal impor sebagaimana 
— dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan: 

“a. Jenis barang “harus sesuai dengan yang 
diberitahukan pada pemberitahuan impor 
barang, dan | pa | 

b. Jumlah barang yang diajukan dalam permohonan 
' tidak melebihi jumlah barang yang diberitahukan : 
pada pemberitahuan impor barang. 2 

(7) Terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan fisik barang. 

(8) Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan 
barang yang diekspor berbeda dengan persetujuan 
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean 
pemuatan, Pejabat Pemeriksa . Dokumen 
menyerahkan kepada Unit Pengawasan di Kantor 
Pabean pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih 
lanjut. | 

(9) Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
— tidak diperlakukan sebagai barang yang mendapat 

fasilitas Pembebasan. 

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 30 

(1) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean 
tempat pemuatan di pelabuhan muat atau Tempat 
Muat Ekspor, dilakukan dengan menggunakan: 

“a. NPE:, | | 
. 

Or,



14. 

15. 

2 

(3) 

“b. PEB dan ppB, dalam hal dilakukan pemsdkaaa 
fisik barang di Kawasan Pabean tempat 

' pemuatan, 

c. PKBE dan NPE, dalam hal barang ekspor 
merupakan barang konsolidasi: 

d. permohonan pemuatan ekspor barang curah dan 
kendaraan bermotor dalam bentuk jadi (Completely 
Built Up) tanpa peti kemas yang telah diberikan 
catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor 
Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan 
prosedur ekspor barang curah dan kendaraan 
bermotor dalam bentuk jadi (Completely Built Up) 
tanpa peti kemas, atau 

e. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal 
| terjadi penggantian peti kemas atau kemasan 

barang yang dikeluarkan dari Kawasan Pabean 
tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke : 
Kawasan Pabean tempat pemuatan semula. 

Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS dalam 
Kawasan pabean tempat pemuatan, NPE, PEB, dan. 
PPB atau PKBE disampaikan oleh pihak yang 
melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS 
sebagai pemberitahuan bahwa penimbunan Barang 
Ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat 
Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan. 

Pengusaha TPS wajib. menyampaikan realisasi 
penimbunan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pabean 
pemuatan. 

Dalam hal Barang Bikipor berasal dari TPB, Pejabat 
Pemeriksa Dokumen di Kantor. Pabean pemuatan 
menyampaikan fotokopi “ NPE yang sudah 
ditandatangani Petugas Dinas Luar yang mengawasi 
“pemasukan di Kawasan Pabean tempat pemuatan ke 
Kantor Pabean yang mengawasi TPB. 

Ketentuan Pasal 31 dihapus. 

Ketentuan ayat (3) Pasal 34 dihapus, ayat (4), ayat (5) 
ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 34 diubah, dan 
diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) 
ayat yakni ayat (Ya), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai 
berikut: 

(1) 

Pasal 34 

Terhadap PEB yang telah disampaikan ke Kantor 
Pabean pemuatan dilakukan rekonsiliasi dengan 
outward manifest yang telah didaftarkan di Kantor 
Pabean pemuatan. 

@



(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemen 
data, yaitu: : 

.a. nomor dan tanggal PEB, dan 

b. nomor dan jumlah peti kemas dalam hal 
menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan 
dalam hal tidak menggunakan peti kemas. 

(3) Dihapus. 

(4). Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem 

. PDE . kepabeanan atau Media Penyimpan Data 
Elektronik. untuk pelayanan ekspor dan manifes, 
kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Sistem : 
Komputer Pelayanan. 

(ta) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh Sistem Komputer 
Pelayanan, rekonsiliasi dilakukan oleh Pejabat Bea 
dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai dan Sistem 
Komputer Pelayanan. 

(5) Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam sistem 
pelayanan kepabeanan ekspor dan manifes 
menggunakan tulisan di atas formulir, kegiatan 
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani manifes. 2 $ 

(6) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terdapat elemen data yang tidak cocok, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes 
menyampaikan notifikasi kepada eksportir yang 
bersangkutan melalui Sistem Komputer Pelayanan. 

(7) Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat 
Bea dan Cukai yang menangani manifes di Kantor 
Pabean pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi 
secara hardcopy dan/atau Sistem Komputer 
Pelayanan ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB. 

(8) Tata kerja rekonsiliasi sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

16.Ketentuan ayat (2) dan. ayat (4) Pasal 36 diubah, 
sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor 
| dan telah mendapat nomor pendaftaran PEB, dapat 

dibatalkan ekspornya, kecuali terbukti telah terjadi 
pelanggaran ketentuan kepabeanan di bidang ekspor. 
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- (2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor 
| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen “di Kantor 
Pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 

. keberangkatan sarana pengangkut di outward 
manifest atau sejak tanggal perkiraan ekspor dalam 
hal sarana pengangkut batal berangkat. | 

(2a) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan sarana pengangkut yang 
tercantum dalam PEB. 

(3) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor 
atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB 
atau melaporkan setelah melewati jangka waktu 
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat: : 
(2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
bidang kepabeanan. 

(4) Dalam hal pembatalan ekspor dilakukan oleh 
perusahaan penerima fasilitas kepabeanan, Pejabat 
Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemuatan 

. menyampaikan data pembatalan ekspor kepada: 

a. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB, 
untuk perusahaan penerima fasilitas TPB: 

b. Kantor Wilayah penerbit Surat Keputusan KITE 
Pembebasan dan/atau - Keputusan KITE 
Pengembalian, untuk perusahaan penerima 
fasilitas. ' Pembebasan dan/atau fasilitas 
Pengembalian. | 

17. Ketentuan 'ayat (3) dan ayat (7) Pasal 39 diubah, 
sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 mengenai jenis barang, jumlah barang, 
dan/atau nomor peti kemas, dapat dilayani sebelum 
barang dimasukkan ke Kawasan Pabean tempat 
pemuatan, kecuali untuk: 

. a. Barang Ekspor yang tidak keseluruhan terangkut 
(short shipment), pembetulan data PEB dilakukan 

. paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 
tanggal keberangkatan sarana pengangkut: | 

b. penjualan barang dan/atau makanan di atas 
pesawat udara yang berangkat keluar daerah 
pabean, pembetulan data PEB dilakukan paling 
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 
keberangkatan pesawat udara: atau 
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(2) 

(3) 

(9. 

(5). 

(6) 

(7) 

c. ekspor barang curah termasuk Migas dan BBM, 
. pembetulan data PEB dilakukan paling lama 3 

(tiga) hari terhitung sejak tanggal MEnEaOpAara 
sarana pengangkut. 

Dalam hal Barang Ekspor lebih dari 1 (satu) peti 
kemas atau kemasan, pembetulan data PEB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani 
sebelum seluruh Barang Ekspor dimasukkan ke 

' Kawasan Pabean tempat pemuatan. 

'Dalam hal terjadi short shipment terhadap 
keseluruhan barang ekspor, pembetulan data PEB 
mengenai penggantian nama sarana pengangkut, 
nomor voyage/flight/nomor polisi, atau tanggal 
perkiraan ekspor, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) 

“hari terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana 
pengangkut semula. 

Pembetulan data PEB yang berupa data mengenai 

jumlah barang atas Barang Ekspor yang diangkut 
dengan .pesawat udara selain Barang Ekspor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat . 
dilayani dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana 

pengangkut, sepanjang pembetulan data tersebut 

disebabkan karena adanya perbedaan data dalam 
PEB dengan hasil pend banan yang dilakukan oleh 

pengangkut. 

Pembetulan data PEB yang berupa data mengenai 

“hilai Free on Board (FOB) dan jeras valuta dapat 

dilakukan paling lama: 

'a. 45 (empat puluh lima) hari thing sejak 

tanggal PEB MeRneekA atas ekspor Migas dan 

BBM, atau 

b. 30 (tiga puluh) hari sihibare sejak temuadi PEB 

didaftarkan atas ekspor selain Migas dan BBM. 

Pembetulan data  PEB - selain  pembetulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan 

ayat (5) dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan 

terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran. 

Tata. kerja pembetulan data PEB sebagaimana 

ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 

Jenderal Nomor PER-32/BC/2014.



18. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 dihapus, 
diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat 
yakni ayat (3a), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai 

' berikut: 

19. 

20. 

21. 

Pasal 41 

(1) Terhadap kesalahan data PEB mengenai nama 
Eksportir, identitas Eksportir, Kantor Pabean 
pemuatan tempat pendaftaran, jenis ekspor, kategori 

. ekspor dan/atau jenis fasilitas yang diterima, tidak 
dapat dilakukan pembetulan. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(Ba)Jenis ekspor dan kategori ekspor sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan 
perundang-undangan - mengenai pemberitahuan 
pabean ekspor. 

(4) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
“dilakukan pembatalan PEB sepanjang Barang 
Ekspor belum dimuat ke sarana pengangkut. 

(5) Kepala Kantor Pabean pemuatan atau Pejabat 
- Pemeriksa Dokumen memberikan persetujuan 
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
berdasarkan permohonan pembatalan PEB yang 
diajukan oleh Eksportir. 

(6) Terhadap Barang Ekspor yang telah dilakukan 
pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), Eksportir menyampaikan PEB yang baru 
sepanjang Barang Ekspor belum dimuat ke sarana . 
pengangkut. 

(7) Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar, 
tata cara pembatalan. PEB dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
tentang Bea Keluar. . Ta 

Ketentuan Pasal 46 dihapus. 

Ketentuan Pasal 47 dihapus. 

Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal 
yakni Pasal 57A, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 57A 

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, PEB 
atas Ekspor yang telah mendapat nomor pendaftaran 
yang belum selesai proses kepabeanannya, diselesaikan 
sesuai ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di 
bidang ekspor yang berlaku sebelumnya. 
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22. 

23, 

24. 

25. 

Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-29 /BC/2016. tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

Menghapus Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor: 

Mengubah Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang 
merupakan. bagian tidak terpisahkan, dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

Mengubah Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga : 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III 

. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

26. 

27. 

28. 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Mengubah Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang. Tata 
Laksana. Kepabeanan Di Bidang Ekspor sehingga 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Mengubah Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata 
Laksana Kepabeanan Di: Bidang Ekspor sehingga 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang 
merupakan bagian tidak. terpisahkan dari Peraturan 
Direktur Jenderal ini. 

Mengubah Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai Nomor PER-29/BC/2016 tentang Tata ' 
Laksana. Kepabeanan Di. Bidang Ekspor sehingga 
menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI 
yang merupakan bagian. tidak. 'terpisahkan dari : 
Peraturan Direktur Jenderal ini.



Pasal ! 

Peraturan Direktur J enderal ini mulai berlaku terhitung 

sejak tanggal 8.Marct 2019. 

Ditetapkan di J akarta 

pada tanggal 6 Maret 2019 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat J enderal 

FP Tb, 

2” Kepala.Bagian Umum 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-07/BC/2019 
TENTANG . 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 
PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA 
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. 

TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMERIKSAAN PABEAN 

I. Penyampaian dan Penelitian PEB 
A. Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya 

Penuh Sistem INSW. : 
1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program 
aplikasi PEB, meliputi: 
a. data PEB: dan 
b.data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. 
1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 

dikenakan Bea Keluar: dan 
1.3. mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di 

Kantor Pabean pemuatan. 
2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai 

— Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan 
mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian 
barang. 

3. Portal INSW melakukan penelitian tentang pemenuhan ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan: | | 
3.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan 

diekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan dan 
persyaratannya belum dipenuhi, portal INSW mengembalikan data 
PEB kepada Eksportir untuk diajukan kembali setelah dipenuhi. 

3.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang yang akan 
diekspor: 
3.2.1. tidak terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan 

atau ketentuan larangan/ pembatasannya telah dipenuhi, 
portal INSW meneruskan data PEB ke Sistem Komputer 
Pelayanan di Kantor Pabean untuk diproses lebih lanjut. 

3.2.2. perlu penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan, portal INSW meneruskan 
data PEB ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian ketentuan larangan dan/atau pembatasan untuk 
diproses lebih lanjut. 
3.2.2.1. dalam hal pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk 

: dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
larangan dan/atau pembatasan merekam hasil 
penelitian ke dalam portal INSW dan meneruskan 

diproses lebih lanjut. : 
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3.2.2.2. dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi: 

3.223, 

3220. 

I2 2D 3, 

3.2.2.2.3. 

3.2.2.2 4. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan melalui portal INSW dapat 
menerbitkan respon NPPD. 
Eksportir menyerahkan kepada Pejabat 
Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: 

3.2.2.2.2.1. NPPD: 
3.2.2.2.2.2. hasil cetak PEB: dan 
3.2.2.2.2.3. pemenuhan persyaratan 

dalam NPPD. 
dalam hal persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada butir 3.2.2.2.2 telah 
dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan merekam hasil 
penelitian ke dalam portal INSW dan 
meneruskan ke dalam Sistem Komputer 
Pelayanan untuk diproses lebih lanjut. 
dalam hal persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada butir 3.2.2.2.2 tidak 
dipenuhi dalam jangka waktu paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
diterbitkan respon NPPD, portal INSW 
menerbitkan respon NPP. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk barang yang 
dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan 
pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan 
Cukai: 

3 DD 

32232. 

3 223.5. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan melalui portal INSW 
menerbitkan NPPD. 
Eksportir menyerahkan kepada Pejabat 
Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: | 
3.2.2.3.2.1. NPPD: 
3.2.2.3.2.2. hasil cetak PEB: dan 
3.2.2.3.2.3. pemenuhan persyaratan 

dalam NPPD. 
Dalam hal persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada butir 3.2.2.3.2 telah 
dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan 
dan pembatasan menyerahkan hasil 
penelitian kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk dilakukan proses lebih 
lanjut.



4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB. dan melakukan 
penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir, 
b.pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi 

kepabeanan, dan/atau 
Cc. ada atau tidaknya Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan 

oleh PPJK. 

S. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 
menunjukkan: 
S.l. NIB /Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. | 

5.2. NIB /Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan tidak ada, serta perlu penelitian 
lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer 
Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian Akses Kepabeanan untuk penelitian 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan. 
5.2.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan mengirim respon ke Sistem Komputer 
Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya 
pemblokiran Eksportir / PPJK: 

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan melalui Sistem Komputer Pelayanan 
menerbitkan respon NPP. 

5.3. NIB / Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabenan PPJK 
ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau 
tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK. 

6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

7. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, 
Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi: 
a. kelengkapan pengisian data PEB, dan/atau 
b. pembayaran Bea Keluar. 

8. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 
menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau hasil 
penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

9. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar tetapi hasil penelitian pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada butir 7 huruf b tidak ditemukan oleh Sistem Komputer 
Pelayanan: 
9.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD: 
9.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar: 
9.3. apabila pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 9.2 tidak 

dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan 
menerbitkan NPP. 
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10. 

Il. 

12. 

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian 
pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, 
Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal 
pendaftaran PEB dan menerbitkan: 

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak Oa eaai pemeriksaan fisik, 
atau 

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan Memwhasan fisik. 

Data PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan 

telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem Komputer Pelayanan 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk dilakukan : 

a. penelitian dokumen, dalam hal barang ekspor terkena bea keluar 

dan/atau dilakukan pemeriksaan fisik,atau 

b. pengadministrasian, dalam hal barang ekspor tidak terkena bea 

keluar dan/atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 

Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan 

“Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak 

memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas”. 

B.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan Tetapi Belum Menerapkan 

Secara Penuh Sistem INSW. 

Ii: 

2, 

Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 

1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program 

aplikasi PEB, meliputi: 

a. data PEB: dan 

b. data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. 

1.2. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 

dikenakan Bea Keluar, dan 

1.3. mengirimkan data PEB dan PKB ke Sistem Komputer Pelayanan di 

Kantor Pabean pemuatan. 

Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai 

Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan 

mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian 

barang. 

Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan 

penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir, 

b.pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi 

kepabeanan, dan/atau 

c. ada atau tidaknya Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan 

oleh PPJK. 

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 

menunjukkan: 

4.1. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 

dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Sistem Komputer 

Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

4.2. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi ketentuan 

pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau Akses 

Kepabeanan PPJK tidak ada, serta perlu penelitian lebih lanjut 
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terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer Pelayanan 

meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

penelitian untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan 

registrasi kepabeanan. 

42.1. dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 

Kepabeanan mengirim respon 'ke Sistem Komputer 

Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya 

pemblokiran Eksportir / PPJK, 

4.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 

Kepabeanan melalui Sistem Komputer Pelayanan 

menerbitkan respon NPP. 

4.3. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabeanan PPJK 

ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau 

tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir /PPJK diblokir, 

Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/ PPJK tidak diblokir, 

Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB, meliputi: 

a. kelengkapan pengisian data PEB, dan/atau 

b. pembayaran Bea Keluar. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer . Pelayanan 

menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau hasil 

penelitian pembayaran Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer 

Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan Barang Ekspor 

dikenakan Bea Keluar tetapi hasil penelitian pembayaran Bea Keluar 

sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b tidak ditemukan oleh 

Sistem Komputer Pelayanan: 

8.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD, 

8.2. Eksportir melakukan pembayaran Bea Keluar, 

8.3. apabila penyerahan dokumen pada butir 8.2 tidak dipenuhi dalam 

jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 

diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP. 

Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau hasil penelitian 

pembayaran Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, 

Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian apakah Barang 

Ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi. 

9.1. Dalam hal pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif 

barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan 

memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan 

respon: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan 

fisik: atau : 

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

9.2. Dalam hal pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif 

barang yang dilarang atau dibatasi, dilakukan analisis oleh Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 

dan/atau pembatasan. 
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9.3. Dalam hal hasil analisis Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan menunjukkan, 
bahwa: 

9.3. 

9.3.2, 

9.3.3, 

Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem 
Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal 
pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 
a.NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik: atau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 
Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi: 
9.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian : 

barang larangan dan/atau pembatasan melalui 
Sistem Komputer Pelayanan dapat menerbitkan 
respon NPPD. 

9.3.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan di kantor pabean pemuatan: 
a. NPPD: 

b. hasil cetak PEB: dan 
c. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

9.3.2.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
: butir 9.3.2.2 telah dipenuhi, Sistem Komputer 

Pelayanan memberikan nomor dan tanggal 
pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon: 
a.NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, atau 
b.PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan 

pemeriksaan fisik. 
9.3.2.4. Apabila penyerahan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada butir 9.3.2.2 tidak dipenuhi dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi 
serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan 

Bea dan Cukai: 

9.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan melalui 
Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan respon 

: NPPD dan PPB. 
9.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan 

Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan: 

a. NPPD, 
b. hasil cetak PEB: dan 

Cc. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 
9.3.3.3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada 

butir 9.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai 
yang . menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan menyerahkan hasil penelitian 
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kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 
dilakukan proses lebih lanjut. 

10. Data dan/atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal 
pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan oleh Sistem 
Komputer Pelayanan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 
dilakukan : 

a. penelitian dokumen, dalam hal barang ekspor terkena bea keluar 
dan/atau dilakukan pemeriksaan fisik:atau 

b. pengadministrasian, dalam hal barang ekspor tidak terkena bea 
keluar dan/atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 

11. Pada hasil cetak NPE, PPB, NPPD dan NPP dicantumkan keterangan 
“Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak 
memerlukan nama, tanda tangan pejabat dan cap dinas”. 

C.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik Dan Telah 
Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW. 

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program 

aplikasi PEB, meliputi: 
a. data PEB: dan 
b.data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. 
1.2. mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan 

stempel perusahaan pada hasil cetak PEB dan PKB: 
1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data 

Elektronik: 

1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar: dan | 

1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data 
Elektronik yang berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean 
ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean 
pemuatan. . 

2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai 
Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan 
mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian 
barang. 

3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-transfer data PEB dari 
Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan. 

4. Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan 
penelitian terhadap: 
a.ada atau tidaknya NIB/Akses Kepabeanan Eksportir atau tanda 

terima permohonan registrasi kepabeanan: 
b.pemenuhan ketentuan pengecualian melakukan registrasi 

kepabeanan, dan/atau 
c. ada atau tidaknya Akses Kepabeanan PPJ K, dalam hal PEB diajukan 

oleh PPJK. 

5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4 
menunjukkan:



5.1. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 
5.2. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi ketentuan 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan untuk penelitian ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan. | 
5.2.1.dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir /PPJK: 
5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

5.3. NIB/Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabeanan PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK. | 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir / PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan ' dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 kepada Eksportir. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian: a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5: dan b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan pembayaran Bea Keluar: serta 
Cc. kelengkapan pengisian data PEB. 

Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan: : a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap: 
b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar: dan /atau 
C. pengisian data PEB tidak lengkap, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan kepada Eksportir dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5. 
Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan: a. dokumen pelengkap pabean lengkap: 
b.pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau pembayaran Bea Keluar, dan/atau 
C. pengisian data PEB lengkap, 
Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi berdasarkan data perijinan yang diterima dari portal INSW.



10.Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 

1 ka 

menunjukkan pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif 
barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan 
memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik: 

atau 
b..PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 
menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang 
yang dilarang atau dibatasi: 
11l.1.Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas 

PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan pembatasan. 

11.2.Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui 

dibatasi. 
11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan: 

11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan melalui . 
Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 
a.NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik: atau 
b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 
11.3.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi: 
11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan 
melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
dari instansi teknis. 

11.3.2.2.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis tidak 
lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB: 
11.3.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan dapat 
menerbitkan NPPD. 

11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan di Kantor 
Pabean pemuatan: 
a. NPPDj, 

b. hasil cetak PEB: dan 
c.pemenuhan persyaratan dalam 

NPPD. 
11.3.2.3.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 

pemenuhan persyaratan dari instansi teknis telah 
lengkap dan sesuai dengan PEB atau persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 
dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan 
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11,9.3. 

memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB 
dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik: atau 
b.PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan 

pemeriksaan fisik. 
11.3.2.4.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada butir 11.3.2.2.2 tidak dipenuhi dalam 
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal diterbitkan respon NPPD, Sistem 
Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 
dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh 
surveyor dan Bea dan Cukai: 
11.3.3.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan melalui 
Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor 
dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan 
respon NPPD dan PPB. 

11.3.3.2.Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan/atau pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: 
a. NPPD: 
b. hasil cetak PEB: dan 
Cc. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

11.3.3.3.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada butir 11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea 
dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan/atau pembatasan menyerahkan 
hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB 
yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 
diterbitkan 
dilakukan : 

a. penelitian dokumen, dalam hal barang ekspor terkena bea keluar 

respon kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 

dan/atau dilakukan pemeriksaan fisik:atau 
b. pengadministrasian, dalam hal barang ekspor tidak terkena bea 

keluar dan/atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 
D.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik . Fetapi Belum 
Menerapkan Secara Penuh Sistem INSW. 

1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. mengisi PEB secara lengkap dengan menggunakan program 

I.2, 

aplikasi PEB, meliputi: 
a. data PEB: dan 
b.data PKB, dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e. 
mencetak PEB dan PKB, menandatangani dan membubuhkan 
stempel perusahaan pada hasil cetak PEB dan PKB: 

1.3. menyimpan data PEB dan PKB ke dalam Media Penyimpan Data 
Elektronik, 
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1.4. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar: dan 

1.5. menyampaikan hasil cetak PEB dan PKB, Media Penyimpan Data 
Elektronik yang berisi data PEB, dan dokumen pelengkap pabean 
ke Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen di Kantor Pabean 
pemuatan. 

Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai : Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan 
mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian 
barang. 

Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen men-transfer data PEB dari 
Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan. 
Sistem Komputer Pelayanan menerima data PEB dan melakukan 
penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir: 
b.pemenuhan  ketentu pengecualian melakukan registrasi 

kepabeanan, dan/atau 
c. ada atau tidaknya Akses Kepabeanan PPJK, dalam hal PEB diajukan 

oleh PPJK. 

Dalam hal hasil peneliti sebagaimana dimaksud pada butir 4 
menunjukkan: 
5.1. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. 

5.2. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, serta perlu penelitian 
lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Sistem Komputer 
Pelayanan meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian untuk penelitian ketentuan pengecualian 
melakukan registrasi kepabeanan. 
5.2.1l.dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan mengirim respon ke Sistem Komputer Pelayanan 
untuk melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran 
Eksportir/ PPJK: 

5.2.2. dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan melalui Sistem Komputer Pelayanan 
menerbitkan respon NPP. | 

5.3. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabeanan 
PPJK ada, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian ada 
atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea 
dan Cukai penerima dokumenmencetak NPP serta mengembalikan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 kepada Eksportir. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/ PPJK tidak diblokir, 
Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian: 

&
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11. 

a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5, dan 

b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan 

pembayaran Bea Keluar, serta 
c. kelengkapan pengisian data PEB. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan: 

a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap, 

b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean 

dan/atau pembayaran Bea Keluar, dan/atau 

c. pengisian data PEB tidak lengkap, 

Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP dan Pejabat Bea 

dan Cukai penerima dokumen mencetak NPP serta mengembalikan 

kepada Eksportir dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan: 

a. dokumen pelengkap pabean lengkap: 

b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean 

dan/atau pembayaran Bea Keluar, dan/atau 

C. pengisian data PEB lengkap, 

Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang 

berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 

menunjukkan pos tarif Barang Ekspor tidak termasuk dalam pos tarif 

barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan 

memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan: 

a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, 

atau 

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan 

menunjukkan pos tarif Barang Ekspor termasuk dalam pos tarif barang 

yang dilarang atau dibatasi: | 

11.1.Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengirimkan berkas 

PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan. 

11.2.Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan/atau pembatasan melakukan analisis untuk 

mengetahui apakah Barang Ekspor termasuk barang yang 

dilarang atau dibatasi. 

11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan: 

11.3.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan melalui Sistem 

Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal 

pendaftaran PEB, dan menerbitkan respon: 

a.NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, atau 

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan 

fisik. 
11.3.2.Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 

dibatasi: 
11.3.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

barang larangan dan/atau pembatasan 

3,
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11.3.2.4 

11.3.3. Barang 
dibatasi 

melakukan penelitian pemenuhan persyaratan 
dari instansi teknis. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
pemenuhan persyaratan instansi teknis tidak 
lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB: 
11.3.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang 

menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan dapat 
menerbitkan NPPD. 

11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat 
Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau 
pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: 

a. NPPD, 
b. hasil cetak PEB, dan 
c.pemenuhan persyaratan dalam 

NPPD. 
.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis telah 
lengkap dan sesuai dengan PEB atau persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 
dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan 
memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB 
dan menerbitkan respon: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, atau 
b.PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan 

pemeriksaan fisik. 
.Dalam hal persyaratan sebiasinana dimaksud 
pada butir 11.3.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka 
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer 
Pelayanan menerbitkan respon NPP. 
Ekspor termasuk barang yang dilarang atau 
serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh 

surveyor dan Bea dan Cukai: 
11.33... 

11:3.9.2 

11.3.3.3 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan/atau pembatasan melalui 
Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor 
dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan 
respon NPPD dan PPB. 
.Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan di Kantor Pabean 
pemuatan: 

a. NPPD, 

b. hasil cetak PEB: dan 
Cc. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 
.Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada butir 11.3.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea 
dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan/atau pembatasan menyerahkan 
hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa 

. Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

AW



12. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB 
yang telah mendapat nomor dan tanggal ipendaftaran dan telah 

dilakukan : po 
a. penelitian dokumen, dalam hal barang ekspor terkena bea keluar 

dan/atau dilakukan pemeriksaan fisik:atau 
b. pengadministrasian, dalam hal barang ekspor tidak terkena bea 

keluar dan/atau tidak dilakukan pemeriksaan fisik. 
E.Pada Kantor Pabean Yang Dalam Sistem Pelayanan Kepabeanannya 
Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir. 
1. Eksportir atau PPJK melakukan kegiatan sebagai berikut: 

l.1. mengisi formulir PEB secara lengkap, menandatangani dan 
membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PEB: 

1.2. mengisi formulir PKB secara lengkap, menandatangani dan 
membubuhkan stempel perusahaan pada: formulir PKB, dalam hal 
Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf e: | 

1.3. melakukan pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor 
dikenakan Bea Keluar: dan 

1.4. menyerahkan formulir PEB dan PKB, bukti pembayaran Bea 
Keluar, dan dokumen pelengkap pabean ke Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen di Kantor Pabean pemuatan. 

2. Dalam hal Barang Ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai 
Eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan khusus PJT dengan 
mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian 
barang. | 

3. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima PEB dan 
melakukan penelitian terhadap: 
a. ada atau tidaknya NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir: 
b. pemenuhan ketentuan pengecualian ' melakukan registrasi 

kepabeanan, dan/atau. 

oleh PPJK. | 

menunjukkan: 
4.1. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, tidak memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan ' registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan PPJK tidak ada, Pejabat Bea dan 
Cukai penerima dokumen menerbitkan NPP dan menyerahkan 
kepada Eksportir. 

4.2. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir tidak ada, memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan 
dan/atau Akses Kepabeanan PPUK tidak ada, serta perlu penelitian 
lebih lanjut terhadap ketentuan pengecualian, Pejabat Bea dan 
Cukai penerima dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian Akses Kepabeanan untuk 
penelitian ketentuan pengecualian : melakukan registrasi 
kepabeanan. | 
421.dalam hal hasil penelitian menunjukkan memenuhi 

ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen untuk melakukan penelitian ada atau 
tidaknya pemblokiran Eksportir / PPJK: 

Aa 
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4.2.2.dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak memenuhi 
ketentuan pengecualian melakukan registrasi kepabeanan, 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian Akses 
Kepabeanan meneruskan ke Pejabat Bea dan Cukai 
penerima dokumen untuk menerbitkan NPP dan 
menyerahkan kepada Eksportir. 

4.3. NIB atau Akses Kepabeanan Eksportir ada, Akses Kepabeanan 
PPJK ada,Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan 
penelitian ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/ PPJK. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK diblokir, 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen mengembalikan dokumen 
berkas PEB disertai NPP kepada Eksportir. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Eksportir/PPJK tidak diblokir, 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian: 
a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.4, 
b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan 

bukti pembayaran Bea Keluar: dan | 
c. kelengkapan pengisian data PEB. 

Dalam hal hasil penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai penerima 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6 menunjukkan: 
a. dokumen pelengkap pabean lengkap: 
b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean 

dan/atau bukti pembayaran Bea Keluar: dan/atau 
C. pengisian data PEB lengkap, 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen melakukan penelitian pos 
tarif yang berkaitan dengan Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pos tarif Barang Ekspor 
termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat 
Bea dan Cukai penerima dokumenmeneruskan berkas PEB kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah 
Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal 
hasil analisis menunjukkan: 
9.1. Barang Ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada Pejabat 
Bea dan Cukai penerima dokumen untuk diberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB. 

9.2. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi: 
9.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 

larangan dan/atau pembatasan melakukan penelitian 
pemenuhan persyaratan dari instansi teknis. 

9.2.2.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan persyaratan dari 
instansi teknis tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan 
PEB: 
9.2.2.1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 

. barang larangan dan/atau pembatasan 
mengembalikan berkas PEB disertai NPPD kepada 
Eksportir, 

9.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan di Kantor Pabean pemuatan: 

&,



92.3. 

9.2.4. 

a. NPPD: 
b. hasil cetak PEB: dan 
C. pemenuhan persyaratan dalam NPPD. 

Dalam hal hasil penelitian menunjukkan pemenuhan 
persyaratan dari instansi teknis telah lengkap dan sesuai 
atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.2.2 
dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian 
barang larangan dan/atau pembatasan meneruskan berkas 
PEB kepada Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen 
untuk diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB. 
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
9.2.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah tanggal diterbitkan NPPD, Pejabat Bea 
dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan 
dan/atau pembatasan meneruskan berkas PEB kepada 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen untuk diterbitkan 
NPP. 

9.3. Barang Ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta 
wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan 
Cukai: 
Oi Bada 

0.3.2, 

9.3.3. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang 
larangan dan/atau pembatasan memberikan nomor dan 
tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan NPPD dan PPB: 
Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani penelitian barang larangan dan/atau pembatasan 
di Kantor Pabean pemuatan: 
a. NPPD: 
b. hasil cetak PEB: dan 
Cc. pemenuhan perysratan dalam NPPD. 
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 
9.3.2 telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
penelitian barang larangan dan/atau pembatasan: 
menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk dilakukan proses lebih lanjut. 

10. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen meneruskan berkas PEB 
yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada butir 9.1. dan 9.2.3 kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen untuk diterbitkan: 
a. NPE, dalam hal Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik: 

Ll 

atau 

b. PPB, dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. 

. Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen menerima hasil penelitian 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang sebagaimana 
dimaksud pada butir 9.2.4 dan mengembalikan dokumen berkas PEB 
disertai NPP kepada Eksportir. 

II. Pemeriksaan Fisik Barang 
A.Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Di Kawasan Pabean Pelabuhan 

Muat. 

Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen: ls 
a. PPB: 
b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan:



c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 
dalam hal dilakukan pembetulan PEB: 

d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan: dan 
e. fotokopi invoice dan fotokopi packing list, 

Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
2.1. mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan . 

catatan dalam hal diperlukan pada PPB: dan 
2.2. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP-PEB 

(apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi invoice dan 
fotokopi packing list. 

Pejabat Pemeriksa Barang: 
3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar 

hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor 
Pabean pemuatan menggunakan tulisan di atas formulir, atau 

3.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar 
hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan 
perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, 
dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan sistem PDE 
kepabeanan atau Media Penyimpanan Data Elektronik. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai: 
4.1. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE 

serta menyerahkannya kepada Eksportir: dan 
4.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 

dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice, fotokopi packing list, 
dan fotokopi NPE, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan 
surveyor: 
S.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 

dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan. 

5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, apabila dokumen 
yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang tidak sesuai: 
6.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 

dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 untuk mengetahui jenis 
ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar 
atas Barang Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan. 

6.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan 
diimpor kembali: 
6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

@



6.4. 

6.5. 

6.6. 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan 
dan NPE. 

6.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
dan NPE kepada Eksportir. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat 
impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 
6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan. 

6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
kepada Eksportir. 

6.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 dan nota pembetulan 
kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi 
impor sementara. 

6.4.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor 
sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 6.4.3. 

6.4.5.Dalam hal. hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE. 

6.4.6.Dalam hal “hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang 
mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian: 
6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada hasil Sistem Komputer Pelayanan dan 
melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota 
pembetulan. | 

6.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
kepada Eksportir. 

6.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen : 
sebagaimana. dimaksud dalam butir 6.1 dan nota 
pembetulan kepada Unit Pengawasan. 

6.5.4.Unit Pengawasan melakukan penelitian “dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3. 

6.5.5.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

6.5.6.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
bukti adanya indikasi tindak pidana: 
6.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian 

kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3. 

6.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, 
sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
6.6.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit 

&



6.7. 

6.8. 

Pengawasan. 
6.6.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1. 
6.6.3.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 

| adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

6.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana: 
6.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 

: kewajiban pabean. 
Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau 
pembatasan: 
6.7.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit 
Pengawasan. 

6.7.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
: sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1. 

6.7.3.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. i , 

6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan telah dipenuhi: 
6.7.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 
kewajiban pabean. 

Dalam hal Barang Ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri: 
6.8.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit 
Pengawasan. 

6.8.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1. 

6.8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. | 

6.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan telah dipenuhi: 
6.8.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

GL



6.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 
kewajiban pabean. 

7. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan 
keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan uji 
laboratorium. : 
7.1. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 

dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen. ' 

7.3. Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar: 
7 Sela 

T 3.2, 

Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, 
7.3.1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan, dan 
7.3.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan dan 

menandatangani NPE serta menyerahkannya 
kepada Eksportir. 

Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai, : 
7.3.2.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan: 
dan 

7.3.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 
untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, 
terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang 
Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan. 

7.3.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang akan diimpor kembali: 
7.3.2.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 

pembetulan data PEB dengan menerbitkan 
nota pembetulan dan NPE. 

7.3.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
nota pembetulan dan NPE kepada 
Eksportir. $ 

7.3.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor 
kembali: 
7.3.2.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 

pembetulan data PEB dengan menerbitkan 
nota pembetulan. 

7.3.2.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
: nota pembetulan kepada Eksportir. 

7.3.2.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.1 dan nota pembetulan kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara.



Tu. 

73.2.4.4. 

TODAS. 

7.3.2.4.6. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara melakukan 
penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.3.2.4.3. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.3.2.4.3 sesuai dengan dokumen 
impor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani administrasi impor sementara 
mengirimkan hasil penelitian kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 
diterbitkan NPE. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.3.2.4.3 tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani administrasi impor 
sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor 
yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas 
Pengembalian: 
Ted: 

Teda d3 

7.3.2.5.3. 

1825. 

td D3. 

7 SD Gn 

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan . 
nota pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
nota pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
butir 7.1 dan nota pembetulan kepada 
Unit Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.3.2.5. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana: 
7.3.2.5.6.1. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
kepada - Pejabat Pemeriksa 
Dokumen dan dokumen 
sebagaimana dimaksud 
pada butir 7.3.2.5.3. 

7.3.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean.



1.3.2.6. Dalam hal Barang Ekspor terkena 
ketentuan larangan dan/atau pembatasan: 
7.3.2.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada 
— butir 7.1 kepada Unit Pengawasan. 

7.3.2.6.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.3.2.6.1. 

7.3.2.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana dan/atau ketentuan larangan atau 
pembatasan tidak dipenuhi, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

7.3.2.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi: 
7.3.2.6.4.1. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.3.2.6.1 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7.3.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
memberikan catatan “tidak 
sesuai” pada hasil 
pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

7.3.2.7. Dalam hal Barang Ekspor yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal atas nama Menteri: 
7.3.2.7. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada 
— butir 7.1 kepada Unit Pengawasan. 

7.3.2.7.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.3.2.7.1. 

7.3.2.7.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana dan/atau ketentuan larangan atau 
pembatasan tidak dipenuhi, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. : 

7.3.2.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi:



7.3.2.7... Unit Pengawasan 
mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen “sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.3.2.7.1 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

13.2.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
memberikan catatan “tidak 
sesuai” pada hasil 
pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

7.4. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar 
741, 

74.2. 

7.4.3, 

Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa 
menunggu hasil pengujian laboratorium. 
Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” 
pada Sistem Komputer Pelayanan. 
Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai: 
7.4.3.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan 
7.4.3.2.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.1 kepada Unit 
Pengawasan. 

7.4.3.3.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.3.2. 

7.4.3.4.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat 
bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

7.4.3.5.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana: 
74.3.5.1.Unit Pengawasan mengirimkan hasil 

penelitian dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.4.3.2 kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.4.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan 
NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

B.Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi 
Dalam Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan. 

L, Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
a. PPB: 
b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan: 
c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 

(apabila dilakukan pembetulan PEB): 
d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan: dan 
e. Fotokopi invoice dan fotokopi packing list. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen: 
2.1. mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan 

catatan dalam hal diperlukan pada PPB: dan



2.2. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PP-PEB 
(apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi invoice dan 
fotokopi packing list. 

Pejabat Pemeriksa Barang: 
3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di 

lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor 
Pabean pemuatan menggunakan tulisan di atas formulir, atau 

3.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar 
hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan 
perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, 
dalam hal Kantor Pabean pemuatan menggunakan sistem PDE 
kepabeanan atau Media Penyimpan Elektronik. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai: 
4.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 

dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas 
Pengawasan Stuffing. 

4.2. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE 
serta menyerahkannya kepada Eksportir. 

4.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list, dan fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

4.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan 
surveyor: | 
9.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 

dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh 
Petugas Pengawasan Stuffing. 

5.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPE, apabila dokumen 
yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang tidak sesuai: 
6.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 

dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas 
Pengawasan Stuffing. 

6.2. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

G



6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 untuk mengetahui jenis 
ekspor, kategori ekspor, terkena atau tidak terkena Bea Keluar, 
dan terkena atau tidak terkena ketentuan larangan dan/atau 
pembatasan. 
Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan 
diimpor kembali: 
6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan 
dan NPE. 

6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
dan NPE kepada Eksportir. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat 
impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 
6.5.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan. 

6.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
kepada Eksportir. 

6.5.3.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai nota 
pembetulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani administrasi impor sementara. 

6.5.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor 
sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 6.5.3. : 

6.5.5.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE. 

6.5.6.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor yang mendapat 
fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian: 
6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dan menerbitkan nota pembetulan. 

6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
kepada Eksportir. 

6.6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai nota 
pembetulan kepada Unit Pengawasan. 

6.6.4.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3. 

6.6.5.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
— adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan 

proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

6.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana: 

&,



6.7. 

6.8. 

6.9. 

6.6.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.3 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, - 
sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
6.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik. 
6.7.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana — dimaksud pada butir 6.2 kepada 
Unit Pengawasan. 

6.7.3.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2. 

6.7.4.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan. 

6.7.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana: 
6.7.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.2 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.7.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE, : 
sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau 
pembatasan: 
6.8.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada. Unit 
Pengawasan. 

6.8.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1. 

6.8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan /atau ketentuan larangan 
atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

6.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan telah dipenuhi: | 
6.8.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.8.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 

| kewajiban pabean. 
Dalam hal Barang Ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri: $ 
6.9.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit 
Pengawasan. 

6.9.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 6.9.1.



6.9.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan ' 
perundang-undangan. 

6.9.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan telah dipenuhi: 
6.9.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.9.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

6.9.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada hasil pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 
kewajiban pabean. 

7. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan : 
keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan “ji 
laboratorium. 
Talia 

To 

T 3. 

Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 
dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas 
Pengawasan Stuffing. | 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.4. Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar: 
7.4.1. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, 

741.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan: dan 

7.4.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan dan 
menandatangani NPE serta menyerahkannya 
kepada Eksportir. 

7.4.2.Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai, 
742.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan: dan 
1.4.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 
untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, 
terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang 
Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan. 

7.4.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang akan diimpor kembali: 
7.4.2.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 

pembetulan data PEB dengan menerbitkan 
nota pembetulan dan NPE. 

7.4.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
nota pembetulan dan NPE kepada 
Eksportir.



1.4.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor 

. kembali: 

7.4.2.5. 

74241. 

74242. 

7.42.4.3. 

74244. 

742.4.5. 

T4.2.4.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan 
nota pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
nota pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.2 dan nota pembetulan kepada 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara. 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara melakukan 
penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.4.2.4.3. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.4.2.4.3 sesuai dengan dokumen 
impor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani administrasi impor sementara 
mengirimkan hasil penelitian kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 
diterbitkan NPE. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.4.2.4.3 tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai ' 
yang menangani administrasi impor 
sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor 
yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas 
Pengembalian: 
742.51, 

TA D.5 

74.2.5.3. 

7.4.2.5.4. 

14.25.5. 

7.4.2.5.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan 
nota pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
nota pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
butir 7.2 dan nota pembetulan kepada 
Unit Pengawasan. : 
Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.4.2.5.3. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana: 

G



7.4.2.5.6.1. Unit Pengawasan 
mengirimkan hasil penelitian 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen dan dokumen 
sebagaimana dimaksud 
pada butir 7.4.2.5.3. 

7.4.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

7.4.2.6. Dalam hal barang ekspor terkena 
ketentuan larangan dan/atau pembatasan: 
714.2.6.. 

742.0. 2. 

7A203. 

7.4.2.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.2 kepada Unit Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.4.2.6.1. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana dan/atau ketentuan larangan atau 
pembatasan tidak dipenuhi, Unit . 
Pengawasan melakukan proses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi: 
7.4.2.6.4.1. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.4.2.6.1 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

7.4.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
memberikan catatan “tidak 
sesuai” pada hasil 
pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

7.4.2.7. Dalam hal Barang Ekspor yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal atas nama Menteri: 
727 la 

7.2.7.2. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.2 kepada Unit Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.4.2.7.1.



1 42.7.3.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana dan/atau ketentuan larangan atau 
pembatasan tidak dipenuhi, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

7.4.2.7 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi: 
7.4.2.7 41. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.4.2.7.1 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen. 

74.2.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
memberikan catatan “tidak 
sesuai” pada hasil 
pemeriksaan fisik dan 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

7.5. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar 
Fedod 

TOnD 

1.923. 

.Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa 
menunggu hasil pengujian laboratorium. 
Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, 
Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” 
pada Sistem Komputer Pelayanan. 
Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai: 
7.5.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan ' 
7.5.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit 
Pengawasan. 

7.5.3.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3.2. 

7.5.3.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat 
bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

7.5.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana: 
753.51, Unit Pengawasan mengirimkan hasil 

penelitian dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.5.3.2. kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.5.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan 
NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban 
pabean.



C.Lokasi Pemeriksaan Fisik Diluar Wilayah Pengawasan Kantor Pabean 
Pemuatan. 

les Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor 
Pabean pemeriksaan: 
a. PPB: : 
b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah 

ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, 
c. PP-PEB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, (apabila dilakukan pembetulan PEB): | 
d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan: dan 
e. fotokopi invoice dan fotokopi packing list. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan mencetak 
PPB, PEB, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB) dan 
mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
pemeriksaan. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan: 
3.1. mencocokkan dokumen yang diterima dari Eksportir dengan 

dokumen yang diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen 
di Kantor Pabean pemuatan. 

3.2. mencantumkan nama Pejabat Pemeriksa Barang dan memberikan 
catatan dalam hal diperlukan pada PPB. 

3.3. menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Barang PPB, PEB, PP- 
PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, fotokopi invoice 
dan fotokopi packing list. 

Pejabat Pemeriksa Barang: 
4.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya di . 

lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB, dalam hal Kantor 
Pabean menggunakan tulisan di atas formulir: atau 

4.2. melakukan pemeriksaan fisik dan menuangkan hasilnya di lembar 
hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB serta melakukan 
perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan, 
dalam hal Kantor Pabean pemeriksaan menggunakan sistem PDE 
kepabeanan atau Media Penyimpan Elektronik. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan atau jenis 
barang sesuai: 
5.1. Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 

dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas 
Pengawasan Stuffing. 

5.2. Pejabat Pemeriksa Barang menerbitkan dan menandatangani NPE 
serta menyerahkannya kepada Eksportir. : 

5.3. Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEBf(apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list, dan fotokopi. NPE untuk diteruskan ke Kantor Pabean 
pemuatan. 

5.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis 
barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa laporan 
surveyor: 

Y



Pads 

5.2. 

6.3. 

Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing. 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing list untuk diteruskan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen ke Kantor Pabean pemuatan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan memberikan catatan “sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan menerbitkan NPE, apabila dokumen yang dipersyaratkan berupa laporan surveyor telah dipenuhi. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kedapatan jumlah dan/atau jenis : barang tidak sesuai: 
Tel. 

7.2. 

17.3. 

7.4. 

Ten 

0. 

Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan Stuffing. 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah - dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
pemeriksaan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 7.2 untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, terkena 
atau tidak terkena Bea Keluar , dan terkena atau tidak terkena 
ketentuan larangan dan/atau pembatasan. 
Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang akan : diimpor kembali: 
7.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “tidak 

sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan melakukan 
pembetulan data PEB dengan menerbitkan nota pembetulan 
dan NPE. 

7.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan nota pembetulan 
dan NPE kepada Eksportir. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang pada saat 
impornya ditujukan untuk diekspor kembali: 
7.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 

memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer 
Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan 
menerbitkan nota pembetulan. 

7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir. 

7.6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 
1.6.2. disertai nota pembetulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani administrasi impor sementara.



AF. 

7.8. 

1.6.4. 

10.5. 

Tb. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani administrasi impor 
sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 7.6.3. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3 sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk diterbitkan NPE. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3 tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor yang mendapat 
fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian: 
Te oles 

F7. 

FT.3. 

7.7.4. 

Tel 

7.7.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
memberikan catatan “tidak sesuai” pada Sistem Komputer 
Pelayanan dan melakukan pembetulan data PEB dan 
menerbitkan nota pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
menyerahkan nota pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 
7.7.2 disertai nota pembetulan kepada Unit Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.3. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. ag 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
bukti adanya indikasi tindak pidana: 
7.7.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.3 ' 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean 
pemuatan. 

1.7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean 
pemuatan menerbitkan NPE dan mengirimkan 
fotokopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 
Kantor Pabean Pemeriksaan, sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pabean. 

Dalam hal Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
7.8.1. 

7.8.2. 

7.8.3. 

7.8.4. 

7.8.5. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
memberikan catatan “tidak sesuai” Sistem Komputer 
Pelayanan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemuatan 
menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 
7.2 kepada Unit Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.2. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
bukti adanya indikasi tindak pidana: 

R



1.8.5.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.2 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.8.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE 
sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean. 

71.9. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau 
pembatasan: | 
79.1.Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen : 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit 
Pengawasan. 

1.9.2.Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1. 

7.9.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan 
melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

7.9.4.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
bukti danya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi: 
7.9.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan . 

. dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.9.1 
kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.9.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan dan 
menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 
kewajiban pabean. 

7.10.Dalam hal Barang Ekspor yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
atas nama Menteri: | 
710.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan dokumen 

sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 kepada Unit 
Pengawasan. 

710.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 7.10.1. 

7.10.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti 
adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

710.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat 
bukti danya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah dipenuhi: 
7.10.4.1.Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian 

dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 
7.10.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

7.10.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan 
dan menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi 
kewajiban pabean. 

8. Dalam hal diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan 
keakuratan identifikasi Barang Ekspor, dapat dilakukan uji 
laboratorium. 

ST



&.l. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.9. 

Barang Ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan stuffing 
dibawah pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing dan dilakukan 
penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang oleh Petugas 
Pengawasan Stuffing. 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan PEB yang sudah 
dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PP-PEB (apabila dilakukan 
pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi invoice dan fotokopi packing 
list kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean 
pemeriksaan. 
Pejabat Pemeriksa Barang menyerahkan contoh barang kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean pemeriksaan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor Pabean pemeriksaan 
mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 dan 
contoh barang kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor 
Pabean pemuatan. 
Terhadap barang yang tidak dikenakan Bea Keluar: 
8.5.1. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai: 

8.5.1.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean 
pemuatan memberikan catatan “sesuai” pada 

| Sistem Komputer Pelayanan. 
8.5.1.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean 

pemuatan menerbitkan dan menandatangani NPE 
serta menyerahkannya kepada Eksportir dan foto 
kopi NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 
Kantor Pabean pemeriksaan. 

8.5.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai, 

8.5.2.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pabean 
pemuatan memberikan catatan “tidak sesuai” pada 
Sistem Komputer Pelayanan: dan 

8.5.2.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 
untuk mengetahui jenis ekspor, kategori ekspor, 
terkena atau tidak terkena Bea Keluar atas Barang 
Ekspor, dan terkena atau tidak terkena ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan. 

8.5.2.3. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang akan diimpor kembali: 
8.5.2.3.1.Pejabat Pemeriksa Kantor Pabean 

pemuatan Dokumen melakukan 
pembetulan data PEB dengan 
menerbitkan nota pembetulan dan NPE. 

8.5.2.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan menyerahkan nota 
pembetulan dan NPE kepada Eksportir. 

8.5.2.3.3.Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan menyerahkan foto kopi 
NPE kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen 
Kantor Pabean pemeriksaan 

8.5.2.4. Dalam hal Barang Ekspor termasuk jenis ekspor 
yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor 
kembali:



8.5.2.5. 

8.5.2.4.1. 

8.5.2.4.2. 

9.5.2.4.3. 

8.5.2.4.4. 

8.5.2.4.5. 

8.5.2.4.6. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada Sistem Komputer 
Pelayanan dan melakukan pembetulan 
data PEB dan menerbitkan nota 
pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan menyerahkan nota 
pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen 
menyerahkan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 8.2. disertai nota 
pembetulan kepada Pejabat Bea dan 
Cukai yang menangani administrasi 
impor sementara. 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 
administrasi impor sementara melakukan 
penelitian dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 8.5.2.4.3 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 8.5.2.4.3 sesuai dengan dokumen 
impor, Pejabat Bea dan Cukai yang 
menangani administrasi impor sementara 
mengirimkan hasil penelitian kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan untuk diterbitkan NPE 
dan mengirimkan fotokopi NPE kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean Pemeriksaan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 8.5.2.4.3. tidak sesuai dengan 
dokumen impor, Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani administrasi impor 
sementara menyelesaikan sesuai 
ketentuan tentang impor sementara. 

Dalam hal Barang Ekspor termasuk kategori ekspor 
yang mendapat fasilitas Pembebasan atau fasilitas 
Pengembalian: 
8.5.2.5.1. 

8.02.5.2. 

&.5.2.5.3. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan memberikan catatan 
“tidak sesuai” pada Sistem Komputer 
Pelayanan dan melakukan pembetulan 
data PEB dan menerbitkan nota 
pembetulan. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan menyerahkan nota 
pembetulan kepada Eksportir. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan menyerahkan dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 8.2. 
disertai nota pembetulan kepada Unit 
Pengawasan. 

&



8.5.2.5. 

25.255 

S5 5.6. 

Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 8.5.2,5,5. 
.Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana, Unit Pengawasan melakukan 
proses lebih lanjut sesuai dengan . 
ketentuan perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti adanya indikasi 
tindak pidana: 
8.5.2.5.6.1. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 
8.5.2.5.3 kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen Kantor 
Pabean pemuatan. 

8.5.2.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
Kantor Pabean pemuatan 
menerbitkan NPE dan 
mengirimkan fotokopi NPE 
kepada Pejabat Pemeriksa 
Dokumen Kantor Pabean 
Pemeriksaan, sepanjang telah 
dipenuhi kewajiban pabean. 

8.5.2.6. Dalam hal Barang Ekspor terkena ketentuan 
larangan dan/atau pembatasan: 
3.5.2.6.1. 

9.5.2.6.2. 

8.5.2.6.3. 

8.5.2.6.4. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen 
menyerahkan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 8.2. kepada Unit 
Pengawasan. 
Unit Pengawasan melakukan penelitian 
dokumen sebagaimana dimaksud pada 
butir 8.5.2.6.1. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
terdapat bukti adanya indikasi tindak 
pidana dan/atau ketentuan larangan 
atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih 
lanjut sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
Dalam hal hasil penelitian menunjukkan 
tidak terdapat bukti danya indikasi 
tindak pidana dan/atau ketentuan 
larangan atau pembatasan telah 
dipenuhi: 
8.5.2.6.4.1. Unit Pengawasan 

mengirimkan hasil penelitian 
dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 
8.5.2.6.1. kepada Pejabat 
Pemeriksa Dokumen.



8.5.2.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen 
memberikan catatan “tidak 
sesuai” pada Sistem 
Komputer Pelayanan dan 
menerbitkan NPE, sepanjang 
telah dipenuhi kewajiban 
pabean. 

8.6. Terhadap Barang yang dikenakan Bea Keluar 
8.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen dapat menerbitkan NPE tanpa 

menunggu hasil pengujian laboratorium. 
8.6.2. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan sesuai, 

Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan “sesuai” 
pada Sistem Komputer Pelayanan. 

8.6.3. Dalam hal hasil pengujian laboratorium kedapatan tidak 
sesuai: 
8.6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberikan catatan 

“tidak sesuai” pada Sistem Komputer Pelayanan 
8.6.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 8.2 
kepada Unit Pengawasan. 

8.6.3.3. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen 
sebagaimana dimaksud pada butir 8.6.3.2. 

8.6.3.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat 
bukti. adanya indikasi tindak pidana, Unit 
Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

8.6.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak 
terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana: 
8.6.3.5.1.Unit Pengawasan mengirimkan hasil 

penelitian dan dokumen sebagaimana 
dimaksud pada butir 8.6.3.2. kepada 
Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

3.6.3.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan 
NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban . 
pabean. 

III. Penelitian dan Penetapan Bea Keluar 

A. Terhadap Barang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan 

ls 

Hasil Pemeriksaan Sesuai. 

Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan 
melakukan penelitian terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk 
mengetahui ada tidaknya Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dengan penelitian dokumen barang 
ekspor yang tidak dikenakan Bea Keluar menunjukan sesuai, Pejabat 
Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB. 

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dengan penelitian dokumen 
menunjukkan Barang Ekspor dikenakan Bea Keluar: 
3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan 

Bea Keluar. 
3.2. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan 

sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB. 
3.3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan : 

tidak sesuai: : 

&



3.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan | perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK. 
3.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen mengirimkan SPPBK kepada Eksportir dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan. 
3.3.3. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang tercantum dalam  SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan. 
3.3.4. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK. 
3.3.5. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan dan SPPBK. 
3.3.6.Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut. 

B. Terhadap Barang Ekspor Yang Dilakukan Pemeriksaan Fisik Dengan Hasil Pemeriksaan Tidak Sesuai atau Memerlukan Penelitian Laboratoris. 

Ja Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf II huruf A butir 6.6.4.1 dan butir 7.4.3.5.1, paragraf II huruf B butir 6.7.5.1. dan butir 7.5.3.5.1, dan paragraf II huruf C butir 7.8.5.1 dan butir 8.6.3.5.1. 
Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan : melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar. 

Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen mengarsipkan data PEB dan menerbitkan NPE. 

Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai: 
4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada Eksportir. 
4.2. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada. Pejabat Pemeriksa 

Dokumen. 
4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK, dalam hal hasil pencocokan menunjukkan: 

4.3.1. sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan NPE: atau 4.3.2.tidak sesuai, Pejabat Pemeriksa Dokumen menyerahkan 
SPPBK dan bukti pelunasan kepada Pejabat Bea dan Cukai 
yang menangani penagihan untuk proses penagihan lebih 
lanjut.



C. Terhadap Barang Ekspor Yang midak Dilakukan Pemeriksaan Fisik 

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pabean pemuatan 

melakukan penelitian terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk 

mengetahui ada tidaknya Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar. 

». Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ekspor tidak 

dikenakan Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen menga
rsipkan 

data PEB. 

3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan Barang Ekspor dikenakan 

Bea Keluar: 

3.1 Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penelitian perhitungan 

Bea Keluar. 

3.2 Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan 

sesuai, Pejabat Pemeriksa Doku
men mengarsipkan data PEB. 

3.3 Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan 

tidak sesuai: 

3.3.1 Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan penetapan 

perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK. 

3.3.2 Pejabat Pemeriksa Dokumen mengi
rimkan SPPBK kepada 

Eksportir dan Pejabat Bea dan Cukai yang menangani 

penagihan. 

3.3.3 Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar 

sebagaimana 
yang tercantum dalam  SPPBK dan 

menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi 

administrasi berupa denda kepada Pejabat Bea dan Cukai 

yang menangani
 penagihan. 

3.3.4 Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan 

mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK. 

3.3.5 Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan 
sesuai, Pejabat 

Bea dan Cukai yang menangani penagihan meng
arsipkan 

bukti pelunasan dan SPPBK. 

3.3.6 Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penagihan 

melakukan proses penagihan lebih lanjut. 
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LAMPIRAN II i 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-07/BC/2019 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 
PER-32/BC/2014 TENTANG  TATA  LAKSANA 
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.. 

TATA KERJA PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE 
KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN 

Pemasukan Barang Hilang Ke Kawasan Pabean Tempat Pemuatan Di 
Pelabuhan Muat Atau Tempat Muat Ekspor 

1. Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi: 
1.1. membawa Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan 

menggunakan: 
a. NPE, 

b. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di 
Kawasan Pabean tempat pemuatan, 

c. PKBE dan NPE, dalam hal barang ekspor merupakan barang 
konsolidasi: 

d. permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah diberikan 
catatan persetujuan muat oleh Kepala Kantor Pabean pemuatan, 
dalam hal menggunakan prosedur ekspor barang curah: atau 

ce. PP-PEB atau PP-PKBE dan SPPBE, dalam hal terjadi penggantian 
peti kemas atau kemasan barang yang dikeluarkan dari Kawasan 
Pabean tempat pemuatan untuk dimasukkan kembali ke Kawasan 
Pabean tempat pemuatan semula. | 

1.2. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 kepada 
Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean 
tempat pemuatan. . 

2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean 
tempat pemuatan: 

2.1. mencocokkan nomor kemasan atau nomor peti kemas dengan yang 
tertera pada: 
a.data NPE, PPB, PKBE, atau SPPBE, dalam hal pintu masuk 

Kawasan Pabean dilengkapi dengan Sistem Komputer Pelayanan, 
atau 

b. data yang tercantum dalam NPE, PPB, PKBE, atau SPPBE, dalam 
hal pintu masuk Kawasan pabean tidak dilengkapi dengan Sistem 
Komputer Pelayanan. 

2.2. memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel 
pada kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada 
peti kemas atau kemasan barang. 

2.3. dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 
dan pemeriksaan . sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 
menunjukkan: 
2.3.1. tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak utuh: 

2.3.1.1. mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke 
Kawasan Pabean tempat pemuatan: 

2.3.1.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada 
NPE, PPB, PKBE, atau SPPBE: 

G



P3 lan menyerahkan 
kepada Unit Pengawasan, 

berkas 

sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1.2 untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2.3.2. sesuai dan Jatau kondisi segel utuh : 

2 Al menandatangani
 NPE atau PKBE, atau memberi 

catatan tentang pemasu
kan barang ke Kawasan Pabean 

tempat : pemuatan pada dokumen sebagaimana 

dimaksud pada butir 1.1 huruf b, huruf c, huruf e dan 

huruf f. 

2 2. melakukan perekaman pada SKP bahwa barang ekspor 

telah masuk ke kawasan pabean tempat pemuatan 

233. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

butir 2.3.2.1 kepada Eksportir atau pihak yang 

melakukan konsolidasi. 

9.3.3. Eksportir menyampaikan 
formulir NPE yang tercetak otomatis 

oleh SKP atau fotokopi NPE yang telah ditandatangani 
oleh 

Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan 

Pabean tempat pemuatan kepada Pejabat Bea dan Cukai di TPB 

dalam hal Barang Ekspor dari TPB. 
| 

2.4. Melakukan tindak lanjut sesuai tata kerja pemuatan ekspor barang 

curah (Lampiran V), dalam hal ekspor barang curah. 

, 

ai 

ag 
DIREKTUR JEN

DERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd- 

HERU PAMBU DI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direkt
orat Jenderal 

s5 u.b. 
| 

“#KepalaBagian Umum 

     

TN 
NN 

9 
aa $ 

df Adrijanto 

    

Gs



LAMPIRAN III 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-07/BC/2019 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 
PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA 
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. 

TATA KERJA PEMUATAN EKSPOR BARANG CURAH 

1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah sesuai 
dengan Format Dokumen Pelayanan Ekspor kepada Kepala Kantor Pabean 
pemuatan dengan dilampiri shipping instruction/ shipping order. 

2. Dalam hal pemuatan ekspor barang curah dilakukan di tempat lain diluar 
Kawasan Pabean, permohonan pemuatan sekaligus berfungsi sebagai 
permohonan pemuatan ekspor barang curah di tempat lain diluar 
Kawasan Pabean. 

3. Kepala Kantor Pabean pemuatan: 
3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan. 
3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada 

Eksportir disertai alasan penolakannya. 
dalam hal permohonan disetujui: 
3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan 

3.3, 

332, 

333 

dalam permohonan pemuatan ekspor barang curah. 
menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah 
yang telah diberi catatan persetujuan kepada Eksportir. 
dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan 
Pabean: 
3.3.3.1. memberikan persetujuan muat di tempat lain diluar 

Kawasan Pabean: dan 
3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan 

pengawasan pemuatan. 

4. Dalam hal pemuatan dilakukan di Kawasan Pabean: 
4.1. Eksportir membawa barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean 

dan menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah yang 
telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas 
Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan Pabean. 
Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemasukan di Kawasan 4.2. 
Pabean: 

4.2.1. melakukan pengawasan pemasukan barang ke Kawasan 

4.2.2. 

4.2.3. 

Pabean. 

mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada 
permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah 
diberikan catatan persetujuan muat. 
menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah 
yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada 
Eksportir.



5. Dalam hal pemuatan dilakukan di tempat lain diluar Kawasan Pabean: 

5.1. Eksportir membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke 

sarana pengangkut dan menyerahkan permohonan pemuatan 

ekspor barang curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat 

kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan. 

5.2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan: 

5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan ke sarana pengangkut 

bersama Pejabat Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan, 

5.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemuatan pada 

permohonan pemuatan ekspor barang curah yang telah 

diberikan catatan persetujuan muat, dan 

5.2.3. menyerahkan permohonan pemuatan ekspor barang curah 

yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada 

Eksportir. 

6. Eksportir melakukan kegiatan: 

6.1. menyiapkan PEB atas barang curah yang telah dimuat. 

6.2. menyampaikan PEB ke Kantor Pabean pemuatan. 

7. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen di Kantor 

Pabean pemuatan melakukan penelitian PEB sesuai tata kerja 

penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran I. 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN 
CUKAI NOMOR PER-07/BC/2019 
TENTANG ) 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 
32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN 
DI BIDANG EKSPOR. 

TATA KERJA REKONSILIASI 

A. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Tulisan Di Atas Formulir. 

1. Pejabat Pemeriksa Dokumen menyampaikan PEB yang telah diterbitkan 

NPE kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes. 

DJ. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 
2. 

Ce 

2.3. 
2.4. 
D9. 

2.6. 

2 

melakukan rekonsiliasi data PEB dengan data BC 1.1 (outward 

manifest) dengan mencocokkan elemen data sesuai ketentuan 

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

mencantumkan nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 pada setiap 

PEB. 
mencantumkan nomor dan tanggal PEB pada pos/sub pos BC 1.1. 

membubuhkan hasil rekonsiliasi pada setiap PEB. 

menyampaikan notifikasi elemen data yang tidak cocok terkait hasil 

rekonsiliasi yang sudah dilakukan kepada Eksportir yang 

bersangkutan. 
menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani distribusi dokumen. 

menyampaikan hasil rekonsiliasi PEB dengan fasilitas Pembebasan 

dan/atau fasilitas Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa 

Dokumen. | 

3. Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean 

pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi TPB. 

B. Pada Kantor Pabean Pemuatan Yang Dalam Pelayanan Kepabeanannya 

Menggunakan Sistem PDE Kepabeanan Atau Media Penyimpan Data 

Elektronik. 

1. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes dengan bantuan Sistem 

Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data PEB dengan BC 1.1 

sesuai ketentuan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. 

2. Sistem Komputer Pelayanan melakukan kegiatan sebagai berikut : 

2... 

2.2. 

PN 

24. 

mencantumkan data tentang nomor, tanggal dan pos/sub pos BC 1.1 

pada setiap data PEB. 
mencantumkan data tentang nomor dan tanggal PEB pada data 

pos/sub pos BC 1.1. 
mencantumkan hasil rekonsiliasi pada setiap data PEB. 

menyampaikan notifikasi elemen data yang tidak cocok terkait hasil 

rekonsiliasi yang sudah dilakukan kepada Eksportir yang 

bersangkutan. 

@



3. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

3.1. menyampaikan PEB yang sudah dilakukan rekonsiliasi kepada 

Pejabat Bea dan yang menangani distribusi dokumen. 

3.2. menyampaikan hasil rekonsiliasi PEB dengan fasilitas Pembebasan 

dan/atau fasilitas Pengembalian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen. 

4. Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Kepala Kantor Pabean 

pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Kantor Pabean 

yang mengawasi TPB. 
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LAMPIRAN V 
PERATURAN DIREKTUR J ENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- /BC/2019 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR 
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 
PER-32/BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA 
KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR. 

TATA KERJA PELAYANAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT 
DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI 

YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA 

I. Pemuatan Barang Yang Akan Di Ekspor Ke Sarana Pengangkut Dalam 
Negeri Di Pelabuhan Muat Asal 

A. Penyampaian PEB Dan Pemeriksaan Pabean. 

Pelabuhan Muat Asal. 

2. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen pada 
Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal melakukan 
penelitian data PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan 
pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1. 

3. Dalam hal barang yang akan diekspor dilakukan pemeriksaan fisik, 
dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang sesuai 
ketentuan penyegelan, setelah dilakukan pemeriksaan fisik. 

4. Pejabat Pemeriksa Dokumen membuat pemberitahuan daftar barang 
sesuai Contoh 3.E pada Lampiran VI yang dilampiri PEB/PKBE dan 
NPE serta menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di 
Pelabuhan Muat Asal untuk ditandatangani, diberi nomor dan tanggal, 
dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan 
Muat Ekspor paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak 
keberangkatan sarana pengangkut dalam negeri. 

Pemuatan Barang Yang Akan Di Ekspor Ke Sarana Pengangkut Dalam 
Negeri. 

1. Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut: 
1.1. membawa barang yang akan diekspor untuk dimuat ke sarana 

pengangkut dalam negeri dengan dilindungi NPE. 
1.2. menyerahkan NPE kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi 

pemuatan. 

2. Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan: 
2.1. mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas atau kemasan barang 

yang tertera pada peti kemas atau kemasan barang dengan nomor 
dan ukuran peti kemas atau kemasan barang pada NPE. 

2.2. memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis 
segel pada peti kemas atau kemasan barang, dalam hal barang 
yang akan diekspor dilakukan penyegelan. 

3. Dalam hal hasil penelitian oleh Petugas Dinas Luar menunjukkan: 
a. nomor peti kemas atau kemasan barang tidak sesuai dan/atau 

kondisi segel tidak utuh atau rusak, Petugas Dinas Luar 
menyampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen untuk 

lanjut. 

G



b. nomor peti kemas atau kemasan barang sesuai dan/atau kondisi segel 
utuh, Petugas Dinas Luar memberi catatan pemuatan pada NPE dan 
menyerahkannya kepada Eksportir. | 

II.Pembongkaran Barang Yang Akan Di Ekspor Di Pelabuhan Muat Ekspor 
A. Penerimaan NPE Dan Daftar Barang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut Dalam Negeri. 

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menerima 
pemberitahuan daftar barang sebagaimana dimaksud pada butir I.A.4 dari 

. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal. 
2. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor menyerahkan 

. pemberitahuan daftar barang sebagaimana dimaksud pada butir I.A.4 ke 
Pejabat Bea dan Cukai yang menangani distribusi dokumen untuk 
“dilakukan perekaman data. 

B.Pembongkaran Barang Yang Akan Diek por Yang Diangkut Dengan 
Sarana Pengangkut Dalam Negeri. | | 

1. Pengangkut melakukan pembongkaran barang yang akan diekspor untuk 
diserahkan ke Eksportir. 

2. Eksportir membawa barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean di 
Pelabuhan Muat Ekspor sesuai tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke 
Kawasan Pabean tempat pemuatan sebagaimana dimaksud dalam 
Lampiran II. 

3. Dalam hal dilakukan penggantian peti kemas oleh Eksportir: 
3.1. Eksportir mengajukan permohonan penggantian peti kemas dengan 

dilampiri NPE kepada Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat 
Ekspor. 

3.2. Dalam hal barang yang akan diekspor dilengkapi dengan laporan 
| surveyor, Eksportir mengajukan permohonan amandemen laporan 

surveyor atas penggantian peti kemas. 
3.3. Kepala Kantor Pabean pemuatan melakukan penelitian permohonan, 

| dalam hal permohonan: 
a. ditolak, mengembalikan NPE kepada Eksportir disertai alasan 

penolakannya: atau | 
b.diterima, menugaskan Petugas Pengawasan Stuffing untuk 

melakukan pengawasan pembongkaran dan stuffing. 
3.4. Eksportir melakukan pembongkaran Barang Ekspor dan stuffing 

dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing. 
3.5. Petugas Pengawasan Stuffing: 

3.5.1. melakukan pembukaan segel sesuai ketentuan penyegelan 
bersama Pejabat Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan. 

3.5.2. melakukan pengawasan penggantian peti kemas bersama 
Pejabat Bea dan Cukai dari Unit Pengawasan. 

3.5.3. melakukan penyegelan kembali sesuai ketentuan penyegelan, 
serta membubuhkan catatan penyegelan pada NPE. 

3.5.4. melakukan koreksi nomor peti kemas pada NPE. 
3.5.9. menyerahkan NPE kepada Eksportir. 

3.6. Eksportir membawa Barang Ekspor ke Kawasan Pabean sesuai tata 
kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean tempat pemuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.



III. Rekonsiliasi 

A. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pemuatan Di Pelabuhan Muat Ekspor. 

Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Melakukan rekonsiliasi NPE dengan outward manifest sesuai tata kerja 

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV. 

2.Membuat pemberitahuan hasil rekonsiliasi sesuai Contoh 3.F pada 

Lampiran III dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan 

di Pelabuhan Muat Ekspor untuk ditandatangani, diberi nomor dan 

tanggal, dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Pabean pemuatan di 

Pelabuhan Muat Asal paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyerahan 

outward manifest. 

B. Rekonsiliasi Pada Kantor Pabean Pemuatan Di Pelabuhan Muat Asal. 

1. Kepala Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal menerima 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir III A.2 dari Kepala 

Kantor Pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor dan 

menyerahkannya ke Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes. 

2. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani manifes mencocokkan daftar 

sebagaimana dimaksud pada butir III A.2 dengan PEB dan 

pemberitahuan daftar sebagaimana dimaksud pada butir I.A.4 dan PEB. 

3. Melakukan rekonsiliasi NPE dengan outward manifest sesuai tata kerja 

rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV. 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA 
DAN CUKAI NOMOR PER-07/BC/2019 
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN 
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER-32/BC/2014 TENTANG TATA 
LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR 

BENTUK-BENTUK FORMULIR 

  S z Nama/Kode Uraian 
  

BCF 3.01 Nota Pemberitahuan Penolakan (NPP) 
  

BCF 3.02 Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (NPPD) 
  

BCF 3.03 Nota Pelayanan Ekspor (NPE) 
  

BCF 3.04 Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) 
  

BCF 3.05 Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) 
  

BCF 3.06 Nota Pembetulan 
  

BCF 3.07 Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE) 
  

BCF 3.08 Surat Serah Terima Barang (SSTB) 
  

“
l
a
l
o
l
t
i
n
l
o
l
o
l
a
l
a
 

BCF 3.09 Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB) 
  o A BCF 3.10 Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE) 
  A

 

A
 BCF 3.11 Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE) 

  AN A
 Contoh 3.A Pemberitahuan Eksportir yang merupakan satu kelompok 

perusahaan 
  

13, Contoh 3.A Pemberitahuan Eksportir yang merupakan satu kelompok 
perusahaan 
  

14. Contoh 3.B Permohonan Pendaftaran sebagai Konsolidator Barang 
Ekspor | 
  

15. Contoh 3.C Keputusan Persetujuan sebagai Konsolidator Barang 
Ekspor 
  

16. Dokumen Pemuatan Barang untuk Ekspor dalam bentuk 
curah sebelum pengajuan PEB 
  

17. Contoh 3.E Pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut 
dengan sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam 
negeri yang bukan merupakan bagian dari Angkutan 
Multimoda 
    18.   Contoh 3.F   Pemberitahuan hasil rekonsiliasi NPE dengan outward 

manifest barang yang akan diekspor yang diangkut dengan 
sarana pengangkut laut dan/atau udara dalam negeri yang 
bukan merupakan bagian dari Angkutan Multimoda 
   



BCF 3.01 . 
  

  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (Dp arananannanann 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI semen mere 

NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP) 

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR : 
- NPWP Lks Os bansos 
- Nama IL mmc menes 

- Alamat 

PPJK 
- NPWP (Pama Gema ..(6) 

- Nama 5 . (Dansa 

- Alamat Sisakan pena nntanan (Bpom nana 

- Nomor Pokok PPJK : pensi (Op aracaann senunacenrenagannn 

Terhadap : 

- PEB dengan nomor PENngajuUAN: “..o.ooooooococo.dO(lO).co.oo.cooo.... 
-  PP-PEB dengan nomor: ..(11).., tanggal ..(12).., dan nomor pendaftaran PEB .(13).., tanggal ...(14)... 

DITOLAK/REJECTED karena: 
nenucaneonnanunana san asah aan pesenunnenananaan sony. #05) memanen mesen 

senter 1G Jooanararananann TANGGAL seven era (LT Jowesnveennsann 
Pejabat Pemeriksa Dokumen / 
Pejabat Bea dan Cukai penerima dokumen 

Tanda tangan | 225... osis 

Nama Lee (LO reka 

NIP 5 oo)    



No. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(7) 

(8) 

(9). 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(1S) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19): 

(20) 

TATA CARA PENGISIAN 
NOTA PEMBERITAHUAN PENOLAKAN (NPP) 

Diisi dengan 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPP : 
diterbitkan. | | 

Nama kantor pabean tempat NPP diterbitkan. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor -: 
NPWP eksportir yang tercantum di PEB. 

Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum di 
PEB. 

Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum 
di PEB. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dengan NPWP yang 
tercantum di PEB. 

Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum di PEB. 
Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum di PEB. 

tercantum di PEB. 0 

Nomor pengajuan PEB sesuai nomor pengajuan yang tercantum di 
PEB. | 

Nomor PP-PEB sesuai nomor PP-PEB yang tercantum di PP-PEB. 
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PEB. 

Nomor pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum 
. di PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) pendaftaran PEB. 

Alasan ditolaknya PEB atau PP-PEB. 

Nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPP. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) diterbitkannya NPP. 

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen /pejabat bea dan cukai 
penerima dokumen yang menerbitkan NPP di Kantor Pabean 
tempat PEB/PP-PEB disampaikan. 

Nama pejabat pemeriksa dokumen/pejabat bea dan cukai 
penerima dokumen yang menandatangani butir (18). 

NIP pejabat pemeriksa dokumen/pejabat bea dan cukai penerima 
dokumen yang menandatangani butir (18). 

JI



BCF 3.02 
  

  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA .......... (ma 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKA seonoooo..i... (2) 

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD) 

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR 

- NPWP | biktwowwarmad (Bphnnerennc memo anaaann 

- Nama To Naa On Kkonkennransannan 

- Alamat he asas Shasessaa dibuka 

PPJK 
- NPWP 

- Nama : sesuaenana! Donor 

- Alamat DO mocoweseowonssss (2) aa 

- Nomor Pokok PPJK 

Terhadap PEB dengan nomor pengajuan: ....................... 

Pemenuhan persyaratan dari instansi teknis berupa: 

cerna (L2 Ponanonrore TPL sevsereererenna (Loose 
Pejabat Bea dan Cukai 

Tanda tangan 

Nama 

NIP 

  

  

& 

 



TATA CARA PENGISIAN 

NOTA PEMBERITAHUAN PERSYARATAN DOKUMEN (NPPD) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 

diterbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat NPPD diterbitkan. 

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir, sesuai dengan nomor 
NPWP Eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(4) Nama Eksportir, sesuai dengan nama Eksportir yang tercantum 
dalam PEB. | 

(5) Alamat Eksportir, sesuai dengan alamat Eksportir yang tercantum 
. dalam PEB. 

(6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPJK, sesuai dengan NPWP yang 
tercantum dalam PEB. 

(7) Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

(8) Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

(9) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang 
tercantum dalam PEB. 

(10) Nomor pengajuan PEB sesuai nomor pengajuan yang tercantum 
dalam PEB. 

(11) Pemenuhan persyaratan dari instansi teknis. 

(12) Nama kota/daerah tempat diterbitkannya NPPD. 

(13) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPPD. 

(14) Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian 
barang larangan/pembatasan. 

(15) Nama pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang 
larangan/pembatasan yang menandatangani butir (14). 

(16) NIP pejabat bea dan cukai yang melakukan penelitian barang 
larangan/pembatasan yang menandatangani butir (14).



BCF 3.03 

  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (dos 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI ......... s2) 

  

NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 
Nomor s 

Nomor Pendaftaran PEB 8 

nara hinaan rm Maa Tanggal : 

Tanggal 

Lembar ke...... dari ....... 
  1. NAMA KANTOR PABEAN PEMUATAN : ........(7). 
  2. NPWP/NAMA EKSPORTIR 
  

3. NPWP/NAMA PPJK : .(9) 
  4. SARANA PENGANGKUT 

a. Nama £ b. Voyage/Flight/Nopol sa0(1 ponaanann 
  5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR : 
  

6. PELABUHAN MUAT y 

a. Pelabuhan Muat Asal sasa 3) aan 
.b. Pelabuhan/Tempat 

Muat Ekspor Ba mama (Lyn 
  

7. BERAT KOTOR wn)an 

  

  

8. KEMASAN - 

PETI KEMAS 

a. Merek/Nomor 

b. Ukuran 

1 malOhan 
2 mra17) 

  

NON PETI KEMAS 

a. Jenis / Merek Kemasan $ 

b, Jumlah 

sisa 018 Jian 
saia Jangnsas 

  

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT EKSPOR / TEMPAT MUAT EKSPOR 
  

A. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR 

Pejabat Pemeriksaan Dokumen 

B. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG 

Pemeriksa 

sanf23)ansan mn2AYaas 
  

C. CATATAN PENGAWASAN STUFEING 

Merek/Nomor Peti Kemas : 

Ukuran Peti Kemas - : 

Jenis Segel :.......(28)........ 

same (DT Jesavesaan 

Nomor Segel :.......(29)......... 

Petugas Pengawasan Stuffing 

era A30) 3 un 

D. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB 
Jenis Segel 2 0133p Nomor Segel 

Selesai Keluar Tgl :.....(35)...... — Pukul 

Petugas Dinas Luar 

en 3T pan san 3 Yin s3 Oia 
  

E. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR 

Segel: Po Jutuh (Rusak (Tidak sesuai 140). 

Mulai masuk Tgl.:........(dl). oo... Pukul 2... (92 parrararana 

PUKUI 2 anans212 (Lp nnnnaan 

sen) sai bara punar 

F. CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 

Short Shipment :.......(48)........ 

Selesai Muat Tgl. ......(49)..... Pukul # arca. (50jiasssasie 

Petugas Dinas Luar 

sayatan 
  

UNTUK KANTOR PABEAN PEMUATAN DI PELABUHAN MUAT ASAL 
  

G. CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN EKSPOR 

Pejabat Pemeriksaan Dokumen 
s(3Alan oo sukd (55)...... seen D6)arnan 

H. CATATAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG 

Pemeriksa 
ea yana or012 108) serinar (IOYaoneaep 

  

I. CATATAN PENGAWASAN STUFFING 

Merek/Nomor Peti Kemas $ 

. Ukuran Peti Kemas 

Jenis Segel :.......(62)........ 

saman 60 inna 

semena 

Nomor Segel :.......(63)........, 

  

Petugas Pengawasan Stuffing 

sehat 102150 SYarraes era (66pannsan, 

J. CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI TPB 

Jenis Segel 2..(67)...... Nomor Segel bia (6 hina 

. Selesai Keluar Tgl :.....(69)...... Pukul 

Petugas Dinas Luar 

san Plis my ana canta1( 73 oananan 
  

K. CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR 
Segel: C7 Utuh Ll Rusak | Jridak Sesuai (74) 

Mulai masuk Tgl.:........... (Sana 200 PUKUlpoonrnnnn( Than 

Selesai Masuk Tgl.: ... 

Petugas Dinas Luar 

sore TT Jusesirisin PUKUI #anarinenn( TB pinanannnan 

nasa (81).......   L. CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA PENGANGKUT 

Short Shipment :.......(82)........ 

Selesai Muat Tgl. ......(83)..... PUKUI 5 an v22n (8d paananran 

Petugas Dinas Luar 

ernta(Bpaaannn ama (86)... 
  

Peruntukan: Eksportir/TPS/Pengangkut/Kantor Pabean 

Y 

 



No. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
(18) 

(19) 

(20) 

@1 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

TATA CARA PENGISIAN 

NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 

Diisi dengan 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor . 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat NPE 
diterbitkan. 

Nama kantor pabean tempat NPE diterbitkan. 

Nomor Nota Pelayanan Ekspor. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE. 

Nomor pendaftaran PEB, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB, sesuai 
yang tercantum dalam PEB. 

Nama kantor pabean pemuatan sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nama eksportir sesuai yang 
tercantum dalam PEB. 

NPWP dan nama PPJK sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Nomor voyage, flight atau nomor polisi sarana pengangkut, sesuai 
dengan voyage, flight atau nomor polisi sarana pengangkut yang ' 
tercantum dalam PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) perkiraan ekspor, sesuai 
yang tercantum dalam PEB. 

Nama pelabuhan muat asal sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Nama pelabuhan muat ekspor atau tempat muat ekspor, sesuai 
yang tercantum dalam PEB. 

PEB. un i | 

Merek dan nomor peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB 
(satu NPE untuk satu peti kemas). 

Ukuran peti kemas sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Jenis/merek kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Jumlah kemasan sesuai yang tercantum dalam PEB. 

NPE. : 

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir 
(23). 

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (23). 

Tanda tangan Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan fisik barang 
ekspor. 

Nama pemeriksa yang menandatangani butir (23). 

NIP pemeriksa yang menandatangani butir (23). 

Merek dan nomor peti kemas. 

Ukuran peti kemas. &



(28) Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

(29) Nomor atas jenis segel yang digunakan. 

(30) Tanda tangan petugas pengawasan stuffing. 

(31) Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir 
(30). i 

(32) NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (30). 

(butir (27) s.d. (32) diisi dalam hal dilakukan pengawasan stuffing. 
Butir (26) dan (27) diisi dalam hal dilakukan penggantian peti 
kemas) i 

(33) “Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

(34) Nomor segel peti kemas yang digunakan. 

(35) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang 
ekspor dari TPB. 

(36) Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB. 

(37) Tanda tangan petugas dinas luar di TPB. 

(38) Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (38). 

(39): NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (38). 

(butir (34) s.d (38) diisi dalam hal barang ekspor berasal dari TPB) 

(40) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 

kawasan pabean. : 

(41) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya 
barang ekspor ke kawasan pabean. 

(42) Waktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(43) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya 
barang ekspor ke kawasan pabean. 

(44) Waktu selesai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

(45) Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 

(46) Nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean yang 
menandatangani butir (45). 

(47). NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (45) ) 

(butir (40) s.d. (47) diisi dalam hal barang ekspor dimuat di 
kawasan pabean) 

(48) Jumlah barang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut dalam 
hal terjadi short shipment 

(49) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang . 
ekspor ke sarana pengangkut. 

(50) . Waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut. 

(51) Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan 
pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. 

(52) Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 

(53) NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (51). 

(54) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan NPE. 

G



(SS) 

(56) 

(S7) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 

(63) 

(64) 

(65) 

(66) 

(67) 

(68) 

(69) 

(70) 

(71) 

(72) 

(73) 

(74) 

(75) 

(76) 

(77) 

(78) 

(79) 

(80) 

(81) 

(82) 

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir 
(S4). 
NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (54). 

Tanda tangan pemeriksa yang melakukan pemeriksaaan fisik 
barang ekspor. 

Nama pemeriksa yang menandatangani butir (57 L 

NIP pemeriksa yang menandatangani butir (57). 

Merek dan nomor peti kemas. 

Ukuran peti kemas. 

Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

Nomor atas jenis segel yang digunakan. 

Tanda tangan petugas pengawasan stuffing. 

Nama petugas pengawasan stujfing yang menandatangani butir 
(64). 
NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (64). 

(butir (60) s.d. (66) diisi dalam hal dilakukan pengawasan stuffing) 

Jenis segel peti kemas yang digunakan. 

Nomor segel peti kemas yang digunakan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dikeluarkannya barang 
ekspor dari TPB. 

Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari TPB. 

Tanda tangan petugas dinas luar di TPB. 

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (71). 

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (71). 

(butir (73) s.d (73) diisi dalam hal barang ekspor berasal dari TPB) 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 
kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor masuk ke 
kawasan pabean. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) mulai dimasukkannya 
barang ekspor ke kawasan pabean. 

Waktu mulai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai dimasukkannya 
barang ekspor ke kawasan pabean. 

Waktu selesai dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean. 

Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean. 

Nama petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pena yang 
menandatangani butir (79). 

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (79). 

(butir (74) s.d. (80) diisi dalam hal barang ekspor dimuat di 
kawasan pabean). 

Jumlah barang ekspor yang dimuat ke sarana pengangkut dalam 
hal terjadi short shipment. 

@



(83) 

(84) 

(85) 

(86) 
(87). 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) selesai muat barang 
ekspor ke sarana pengangkut. 

Waktu selesai muat barang ekspor ke sarana pengangkut. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang melakukan pengawasan 
pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. 

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (85). 

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (85). 

&
Y



  

BCF 3.04 

  

. PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB) 
No. Pendaftaran PEB :.......(1)....... Tanggal : ......(2)....... 

Kepada KPU BC/KPPBC: .........(3)........ 

EKSPORTIR 
a..— NPWP 
b. Nama $ Mean ea 

Seiikomermeonee li eorenawa. near Cc. Alamat : 

KESIAPAN BARANG 

Pemeriksaan dan stuffing diminta pada: 
a. Tanggal 5 kaan DN oomeomeonmesesemesen 
b. Lokasi dan nomor telepon Sya 

C. Nama petugas eksportir 8 —dOlbercuaw 

mem Ol oto ln 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama / Jabatan    



No. 

TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN KESIAPAN BARANG (PKB) 

Diisi dengan 

  

&) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

Nomor pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai 

yang tercantum dalam PEB. 

Nama kantor pabean tempat pendaftaran PEB. 

Nomor Pokok Wajib. Pajak (NPWP) eksportir sesuai yang tercantum 

dalam PEB. 

Nama eksportir sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Alamat jelas, nomor telepon dan nomor faksimili eksportir. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pelaksanaan pemeriksaan 

fisik barang ekspor dan stuffing. 

Alamat lengkap dan jelas lokasi pemeriksaan dan stuffing barang 

ekspor, disertai nomor telepon lokasi tersebut. 

Nama jelas petugas yang mewakili eksportir untuk mendampingi 

dilaksanakannya pemeriksaan dan stufing barang ekspor. 

Nama kota/daerah dibuatnya PKB oleh eksportir. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKB.



  

BCF 3.05 
  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... Oia 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI saman 2) sman 

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB) 
Nomor : ........(3) ........ Tanggal : .........(4) .... 

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR 
- NPWP 

- Nama : 

- Alamat N peceturo samsat (T oran 

PPJK 

- NPWP Lensa (Banana 
- Nama 

- Alamat ? 3. pegas kan NO Pn penaorserbersoaew0i rame 

- Nomor Pokok PPJK : asa UT) sent aranaan 

Terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB nomor :........ (12)........ tanggal ........ (13)... 
Harus dilakukan pemeriksaan fisik dan pengawasan stuffing pada: 

a. Tanggal emas TA Jini nenionerensan savana 
Kantor Pabean Pemeriksaan Peewayaa al LS Jurus Kanan 
Lokasi dan nomor telepon PF eno TM jeroeoesemnekaonsn 
Nama petugas eksportir “Feniktnioinamet TT 
Tanggal dan tempat stuffing nana saw UB) bitin sen snenans 
Jumlah peti kemas/kemasan ") kans ne 

S
 
V
u
 

U
w
 

#nondonenananennanann 

Untuk pemeriksaan fisik wajib menyiapkan barang ekspor sesuai PEB dan menyerahkan: 

a. PEB, 

b. Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB), dalam hal dilakukan pembetulan PEB: dan 
Cc. Fotokopi invoice dan fotokopi packing list. 

  

Ha a0Ofaia TRI seremonowos LET ameoxereweee 
Pejabat Pemeriksa Dokumen Pemeriksa 

Tanda Tangan 8. Nama Heniimasensnra (2) navexewenners 
Nama ian NIP Tenun (26) sasa 
NIP | naa (24) - ee | Catatan Prnnnnnnninnn (27) aan 

  

  
  

“) Coret yang tidak perlu Peruntukan: Eksportir / Kantor Pabean 
 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BARANG (PPB) 

No. : i Diisi dengan 

(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat PPB 
diterbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat PPB diterbitkan. 

(3) Nomor Pemberitahuan Pemeriksaan Barang. 

(H4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB. 

(5 K Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan NPWP 
eksportir yang tercantum dalam PEB. 

(6) Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum 
dalam PEB. 

(7) — Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum 
dalam PEB. 

(8) NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

(9) Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

(10) Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

(11) Nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang 
tercantum dalam PEB. 

(12). Nomor pendaftaran PEB sesuai yang tercantum dalam PEB 

(13) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) Pa Ane PEB sesuai 
yang tercantum dalam PEB. 

(14) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan pemeriksaan 
fisik dan pengawasan stuffing barang ekspor. 

(15) Nama kantor pabean tempat dilakukannya pemeriksaan fisik dan 
pengawasan stuffing barang ekspor. 

(16) Alamat dan nomor telepon lokasi dilakukannya pemeriksaan fisik 
dan stuffing barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PKB. 

(17) Nama jelas petugas yang mewakili eksportir: untuk mendampingi 
“ pemeriksaan fisik dan stuffing barang ekspor sesuai yang 
tercantum dalam PKB. 

(18) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan stuffing barang 
ekspor. 

(19) Jumlah peti kemas atau kemasan yang digunakan untuk barang 
ekspor. | 

(20) Nama kota/ daerah tempat diterbitkannya PPB 

(21) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya PPB. 

(22). Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan PPB. 

G



(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir 
(22). 

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (22). 
Nama pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 

NIP pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan fisik barang ekspor. 

Catatan yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan fisik barang. 

Yg



BCF 3.06 
  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ........., Wb ewe 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI Kawanan ALAN iaNeN 

NOTA PEMBETULAN 
Nomor B mera Morena s Tanggal : ......(d) an cacnc.co. 
No. Pendaftaran PEB Pnvantan(Dporaaaan Tanggal : ......(6).... 

  

Kepada Saudara: 

EKSPORTIR | : 
- NPWP T 0 mengunakan Jomomommaveveseaa vr 
- Nama ho Tape munaa Banana anna 
- Alamat : P1 oetaone koran naat 

- NPWP | LB —enarasnaUO) emosi 
- Nama Serena kannanntanamanan A1 Dana Kena 
- Alamat S Mes TRY eowovooentanaa ibeamessa 
- Nomor Pokok PPJK Lo Jawawuu sea SY niat rameres serena 

  

No. KOLOM / BUTIR No. | DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 
  

(1) (2) (3) (4)   

laa). tahuan lbh ) ) Dn Jaran 

            

mhs “Tg meses TO) amen meananaane 
Pejabat Pemeriksa Dokumen 

Tanda tangan OP .m—n20)dunua 
Nama Po ananennntan(21 Jonaneanasananan 
NIP EN PENATAAN 7.1”) PENYANYI   
  

“) Coret yang tidak perlu Peruntukan: Eksportir / Kantor Pabean 

G 

 



No. 

(4) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(45) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

TATA CARA PENGISIAN 

NOTA PEMBETULAN 

Diisi dengan 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat Nota 
Pembetulan (Notul) diterbitkan. 

Nama kantor pabean tempat Notul diterbitkan. 

Nomor Notul. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Notul. 

Nomor pendaftaran PEB, sesuai dengan nomor pendaftaran yang 
tercantum dalam PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB, sesuai 
yang tercantum dalam PEB. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan nomor 
NPWP eksportir yang tercantum dalam PEB. 

Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum 
dalam PEB. 

dalam PEB. : 

NPWP PPJK, sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam PEB. 

Nama PPJK, sesuai dengan nama PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam 
PEB. 

tercantum dalam PEB. : 

Nomor urut data yang dibetulkan. | 

Nomor kolom/butir uraian dalam PEB yang dibetulkan. 

Uraian dalam PEB yang diberitahukan oleh eksportir. 

Uraian dalam PEB yang seharusnya. 

Nama kota/ daerah tempat diterbitkannya Notul. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya Notul. 

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan 
Notul. 

(20). i 

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (20). 

@



  

BCF 3.07 

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE) 

Nomor Pengajuan 

Nomor dan Tanggal Pendaftaran 
Merek/Nomor Peti Kemas 
Ukuran Peti Kemas 
Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Stuffing 

enam Opname aan aan 

  

Pihak Yang Melakukan Konsolidasi ...(6)... 

NPWP 
Nama : 

Le pora 
tra Bh, 

Alamat Paparan   

Kantor Pabean Pemuatan Asal 1 naddOna 

Kantor Pabean Pemuatan/ 

| Tempat Muat Ekspor | 
1. mas 

Negara Tujuan Yo maan 2yiaanan 

Nama Sarana Pengangkut hua 

No. Voy/Flight/Nopol Pan pora 
  

  

PEB 
No. 

NPE 
  

Tanggal Nomor 
Tanggal Keterangan 

  

1 2 3 3 4 5 
  

.15).. (1G). sha 

      
.(18).. 

  
.(19).. (20). 

  
  

  

Petugas Pengawasan Stuffing 

Tanda tangan ! —lllanea 
Nama Para 

NIP Pan 23paanan 

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas 
kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini. 

ten 2D) nana tanggal ......(25)....... 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama / Jabatan 

  

  

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE 
KAWASAN PABEAN TEMPAT PEMUATAN 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan 5 —iomew 
Nama Po arrnBOpirananan 

NIP 2 sesose(3 pian   SEGEL: LJ Utuh L Rusak|( | Tdk Sesuai ..(26).. 

Selesai masuk tanggal: ....(27)..... Pukul .....(28)..... 

CATATAN PEMUATAN BARANG EKSPOR KE SARANA 
PENGANGKUT 

sEGEL:(— Jutunf” Jrusak| — | Tak sesuai ..(32).. 

Selesai muat tanggal: ....(33)..... Pukul .....(34)..... 

Petugas Dinas Luar 

Tanda tangan Pp nnraran (35 Jenaaaran 
Nama Pasar (36Pinaananan 

NIP | nnwnn BT Joran   
  

  

Peruntukan: Pihak yang melakukan konsolidasi /TPS/Pengangkut/Kantor Pabean 

   



TATA CARA PENGISIAN 
PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR (PKBE) 

No.. Diisi dengan 

(1) Nomor pengajuan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor 
(PKBE), diisi oleh pihak yang melakukan konsolidasi. 

(2) Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran 
PKBE. 

(3) Merek/nomor peti kemas yang berisi barang konsolidasi. 
(4) Ukuran peti kemas sebagaimana dimaksud pada butir (3). 
(5) Tempat dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) 

dilaksanakannya stuffing barang konsolidasi. 

(6) ' Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: 
eksportir atau perusahaan konsolidator, sebagai pihak yang 
melakukan konsolidasi. 

(7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan 
konsolidasi. 

(8) Nama pihak yang yang melakukan konsolidasi. 

(9) Alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi. 
(10) Nama kantor pabean di pelabuhan muat asal. 

(11) Nama kantor pabean di pelabuhan muat ekspor atau tempat muat 
ekspor. 

(penjelasan butir (10) dan (11) : dalam hal barang konsolidasi 
dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat keluar daerah 
pabean atau dimuat ke sarana pengangkut tujuan dalam daerah 
pabean dan sarana pengangkut tersebut merupakan bagian dari 
pengangkutan multimoda, maka kantor pemuatan asal sama ' 
dengan kantor pemuatan ekspor). 

(12) Negara tujuan ekspor barang konsolidasi. 

(13) Nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah 
pabean, dalam hal pengangkutan multimoda maka nama sarana 
pengangkut yang diisi adalah nama sarana pengangkut pertama 
yang memuat barang konsolidasi. 

(14) Nomor perjalanan sarana pengangkut. voyage untuk sarana 
pengangkut laut, flight untuk sarana pengangkut udara dan 
nomor polisi (nopol) untuk sarana pengangkut darat. 

(15) Nomor urut data PEB yang dikonsolidasikan. 

(16) Nomor PEB 

(17) Tanggal PEB 

(18) Nomor NPE. 

(19) Tanggal NPE 

(20) Keterangan tambahan yang diperlukan. 

(21) Tanda tangan petugas pengawasan stuffing yang mengawasi 
stuffing barang konsolidasi.



(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 

(3S) 

(36) 

(87) 

Nama petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir 
B1). 

NIP petugas pengawasan stuffing yang menandatangani butir (21) 
Nama kota/daerah tempat diterbitkannya PKBE. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) diterbitkannya PKBE. 
Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 
kondisi segel pada petikemas pada saat barang konsolidasi 
dimasukkan ke kawasan pabean. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimasukkannya barang 
konsolidasi ke kawasan pabean. 

Waktu dimasukkannya barang konsolidasi ke kawasan pabean. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di 
kawasan pabean. 

Nama petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di kawasan 
pabean yang menandatangani butir (29). 

NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan di kawasan 
pabean yang menandatangani butir (29). 

ke sarana pengangkut di kawasan pabean) 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 
kondisi segel pada petikemas pada saat barang konsolidasi dimuat 
ke sarana pengangkut. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimuatnya barang 
konsolidasi ke sarana pengangkut. 

Waktu dimuatnya barang konsolidasi ke sarana pengangkut. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemuatan. 

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (35). 

NIP petugas dinas luar yang menandatangani butir (35). 

G



BCF 3.08 
  

    

SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB) 

NOT $ meses) ni neeswan : Tanggal: .........(2)......... (Pengirim Barang) 

  

Pengirim Barang | Penerima Barang 

Perusahaan Pengirim Barang Perusahaan Penerima Barang 

NPWP | menata NPWP i 25-an ema 
NIPER T nenen nanas NIPER 1 senam 2 Iewenurenatna 
Nama ee Maman Nama 2 naa NO eren 
Alamat I manado) ena Alamat | moon: 
Uraian Barang | sanad Jones 

  

senunonneasanapenneaasan anu na an nanas enenanan 

Barang telah diterima 

Di 0 S ea Njoankake 
Pada tanggal 1 mafia 

Jumlah barang/kemasan 1 c—B)kesa Diterima dalam keadaan : 

(7 Sesuai | Tidak Sesuai ..(17).. 

Lapang senne(L Op ieananann ni aa 

Tanda tangan dan cap perusahaan | Tanda tangan dan cap perusahaan 
Nama/Jabatan Nama/Jabatan       

  

Peruntukan: Pengirim Barang/Penerima Barang/Kantor Pabean Tempat Pemuatan 
 



(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14): 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

TATA CARA PENGISIAN 
SURAT SERAH TERIMA BARANG (SSTB) 

Diisi dengan 

Nomor SSTB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) SSTB. 

(butir (1) dan butir (2) diisi oleh perusahaan pengirim barang) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan pengirim barang. 
Nomor NIPER perusahaan pengirim barang. | 

Nama perusahaan pengirim barang. 

Alamat lengkap perusahaan pengirim barang. 

Uraian barang yang akan digabungkan. 

Jumlah peti kemas/ kemasan barang yang akan digabungkan. 
Nama kota/ daerah tempat diterbitkannya SSTB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) diterbitkannya SSTB. 

NPWP perusahaan penerima barang. 

NIPER perusahaan penerima barang. 

Nama perusahaan penerima barang. 

Alamat lengkap perusahaan penerima barang. 

Lokasi/tempat penerimaan barang yang akan digabungkan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) diterimanya barang yang 
akan digabungkan. 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai 
atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang akan 
digabungkan. 

. Nama kota/daerah tempat diterimanya barang yang akan 
digabungkan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterimanya barang yang 
akan digabungkan.



  

BCF 3.09 
  

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB) 

Nomor 

No. Pendaftaran PEB : 

Pembetulan ke 

Nomor PP-PEB 
sebelumnya 

Kepada KPU BC / KPPBC ...........(8) 

EKSPORTIR 

- NPWP 

- Nama : 

- Alamat : 

- Nama : 

- Alamat : 
- Nomor Pokok PPJK 

senconannanaa 

pencet pmemannnan 
Lernnn (LO naa 
ternan (L Dowmonasaan 

Lernt (T pownannnaman 

Tanggal 

Tanggal 

Tanggal 

Halaman...... dari ......... 

  

No Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 
  

1 2 3 4 
  

af Tejis m7 Je 

  
ca (18)... 

  
an han 

    

  

Untuk Pejabat Bea dan Cukai 
ena sea ain 

Tanda tangan : .....(23)........ 
Nama 

NIP 2 n0n(25)araaaa   
Hasil Pemeriksaan Fisik: ..(26).. 
| Sesuai Lj Tidak Sesuai 

Segel : 

nomor ...:(27).. tanggal ..(28).. 

Pejabat Pemeriksa Barang 

Tanda tangan :.....(29)........ 
Nama 

NIP       
Tanda tangan dan cap perusahaan 
Nama / Jabatan 

  

  
 



No. 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16). 

(17) 

(18). 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

TATA CARA PENGISIAN 
PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PEB (PP-PEB) 

Diisi dengan 

Nomor Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB). 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PEB. 

(butir (1) dan butir (2) diisi oleh eksportir) 

Nomor pendaftaran PEB yang dibetulkan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PEB yang dibetulkan. 

Jumlah PP-PEB yang telah dan sedang diberitahukan. 

Nomor PP-PEB yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal 
sebelumnya telah dilakukan pembetulan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PEB. 

Nama kantor pabean tempat pendaftaran PEB. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir, sesuai dengan NPWP 
eksportir yang tercantum dalam PEB. 

Nama eksportir, sesuai dengan nama eksportir yang tercantum 
dalam PEB. 

Alamat eksportir, sesuai dengan alamat eksportir yang tercantum 
dalam PEB. 

NPWP PPJK, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

PPJK, sesuai yang tercantum dalam PEB. 

Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam 
PEB. | 

Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang 
tercantum dalam PEB. 

Nomor urut data yang akan dibetulkan. 

Nomor butir/kolom uraian pada PEB yang akan dibetulkan. 

Uraian pada PEB yang akan dibetulkan. 

Uraian yang seharusnya pada PEB. 

Nama kota/daerah tempat PP-PEB disampaikan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian PP-PEB. 

Catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai. 

Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan 
persetujuan /penolakan. 

Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23). 

NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23). 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai 
atau tidak sesuai yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang. 

G



(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Nomor segel bea dan cukai untuk peti kemas/kemasan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan penyegelan. 

Tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor pabean 
pemuatan. 

Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29). 

NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29).



  

BCF 3.10 
  

Kepada KPU BC / KPPBC....... .. (8) 

Nomor 

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE) 

snonbilorssn 
No. Pendaftaran PKBE : (Bhi... 
Pembetulan ke 

Nomor PP-PKBE 

sebelumnya 

PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI 
berantai porammoran - NPWP 

- Nama 

- Alamat 

- NPWP 

- Nama 

- Alamat 

- Nomor Pokok PPJK 

setsia BY smear 

TAYANG 23 PENA 

Tanggal. : ....(2)..... 
Tanggal 5 masa 

Tanggal mpe 

Halaman ..... dari ......... 

  

No Kolom / Butir No. DIBERITAHUKAN SEHARUSNYA 
  

1 2 3 4 
  

.(16).. 

  
s25aL Dane tan(1 9). 

      

  

Tanda tangan 

Nama 

NIP   . 

Untuk Pejabat Bea dan Cukai 

PAPAN (15) PANAAANN 

| Sesuai | Tidak Sesuai 

Segel : | 

nomor ....(27).. tanggal ..(28).. 

Pejabat Pemeriksa Barang 

Tanda tangan : .....(29)........ 
Nama 2 nnn3Opaaaaaann 
NIP 3 sesi rrearan   
Hasil Pemeriksaan Fisik: ..(26).. 

    

Lennernen (20 porn mennennn 2 maa 

Tanda tangan dan cap perusahaan 
Nama / Jabatan 

  

  

   



No. 

(2). 

(4) 

(5) 

(6) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(1S) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

TATA CARA PENGISIAN 
PEMBERITAHUAN PEMBETULAN PKBE (PP-PKBE) 

Diisi dengan 

Nomor Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE). 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP- 
PKBE. | 

(butir (1) dan butir (2) diisi oleh eksportir) 

Nomor pendaftaran PKBE yang dibetulkan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKBE seng dibetulkan. 

Jumlah PP-PKBE yang telah dan sedang diberitahukan. 

Nomor PP-PKBE yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal 
sebelumnya telah dilakukan pembetulan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PKBE. 

Nama kantor pabean tempat pendaftaran PKBE. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan 
konsolidasi, sesuai dengan NPWP pihak yang melakukan 
konsolidasi yang tercantum dalam PKBE. 

Nama pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang 
tercantum dalam PKBE. 

Alamat pihak yang melakukan konsolidasi, sesuai dengan yang 
tercantum dalam PKBE. | 

NPWP PPJK, sesuai yang tercantum dalam PKBE. 

Nama PPJK, sesuai yang tercantum dalam PKBE. 

Alamat PPJK, sesuai dengan alamat PPJK yang tercantum dalam 
PKBE. 

Nomor Pokok PPJK, sesuai dengan Nomor Pokok PPJK yang 

tercantum dalam PKBE. 

Nomor urut data yang akan dibetulkan. 

Nomor butir/kolom uraian pada PKBE yang akan dibetulkan. 

Uraian pada PKBE yang akan dibetulkan. 

Uraian yang seharusnya pada PKBE.



(20) 

(21) 

(22). 

(23) 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

Nama kota/daerah tempat PP-PKBE disampaikan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/ yyyy) penyampaian PP-PKBE. 

Catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai. 

Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan 
persetujuan /penolakan. 

Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23). 

NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (23). 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu : sesuai 
atau tidak sesuai yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang, 
dalam hal pengeluaran barang ekspor dari kawasan pabean tempat 
pemuatan karena dilakukan pembetulan PKBE. 

Nomor segel bea dan cukai untuk peti kemas/kemasan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dilakukan penyegelan. 

Tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor pabean 
pemuatan. 

Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29). 

NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (29).



BCF 3.11 
  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... (1).... 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI aa 2) 

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE) 
NOMOF £ anna rn0nnnte(Iphananennennanann, Tanggal 5 .............. (Asa 

Peti Kemas ke. ..... dari...... 
1. NOTA PELAYANAN EKSPOR (NPE) 

Nomor NPE 1 siwa Tanggal fo (6) ara... 
2. PEB / PKBE 

a. Nomor Pendaftaran PEB PO rn ponaanan Tanggal Po s3) 
b. Nomor Pendaftaran PKBE 7 meal (9paanaan Tanggal £ mel) 

3. ALASAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR DARI KAWASAN PABEAN 
a. Pembatalan PEB/PKBE 5 omi Telijanan 
b. Pembetulan PEB/PKBE 1 suda 

4. EKSPORTIR / PIHAK YANG MELAKUKAN KONSOLIDASI 
a. NPWP To cdi (13) 
b. Nama Po (Mparanan 

5. NON PETI KEMAS | 
a. Merek Kernasan Paparan 
b. Jenis Kemasan Po nan panrasas 
Cc. Jumlah sen (Prana, 
PETI KEMAS 

a. Merek / Nomor po m1838). 
b. Ukuran : (19panaaa.. 

Cc. Jumlah 8 2Ojawan 

& 

  

CATATAN PEJABAT PEMERIKSA DOKUMEN 
  

Nama Pemeriksa Bo kensewane (21)... Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor 
NIP | aa Oh sewaan Tangga... 30) 
Pejabat Pemeriksa Dokumen, Pejabat Pemeriksa Dokumen, 
Tandatangan PO ernterA2poanaanaan | Tandatangan : .........(31).......... 
Nama . D Bmcenesgn Divereerana Nama Bibie (32 )anaaanaan 
NIP PO ennten 25 Joan NIP KO kasa IA asa 
  

CATATAN PEMERIKSAAN FISIK: CATATAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR: 
  

Sesuai: Tidak Sesuai : (26) | Selesai keluar tanggal mma )eatea 
u Lu Pukul H poerawmnd (35) hnnasnnnatan 

Pemeriksa, Petugas Dinas Luar, 

Tanda tangan "sea isi | Tanda tangan : ...(36) 
Nama Ui mess (28) Nama : (B7 pararaanan 
NIP PENA (12) PANNTANA NIP 2 mman(38) 
  

CATATAN PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE TPB CATATAN PEMASUKAN KEMBALI KE KAWASAN PABEAN 
    Segel: Ul Utuh Us Rusak Do "eak Sesuai (39) Segel: Ul Utuh Rusak Lj Tidak Sesuai (45) 

Selesai Masuk Tgl.” : ........, BO bs Selesai Masuk Tgl. — | menlih) 
Pukul 1 mens damoren Pukul : 
Petugas TPB, Petugas Dinas Luar, 

    

Tanda Tangan Prana Tanda Tangan OP mp annacann 
Nama Prana. Nama : (dp araanann 
NIP Tea (jins NIP Pasta SO hononeeraa       

Peruntukan: Eksportir/TPS/Pihak yang melakukan Konsolidasi/Tempat Muat Ekspor/Kantor Pabean 

&



TATA CARA PENGISIAN 
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR (SPPBE) 

No. Diisi dengan 

(1) Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat SPPBE 
diterbitkan. 

(2) Nama kantor pabean tempat SPPBE diterbitkan. 

(3) Nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE) 
(4) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya SPPBE 
(5) Nomor NPE sesuai dengan nomor yang tercantum dalam NPE. 

sesuai yang tercantum dalam NPE. 

») Nomor pendaftaran PEB sesuai nomor pendaftaran yang tercantum 
dalam PEB. 

yang tercantum dalam PEB. i 

(9) Nomor pendaftaran “PKBE sesuai nomor pendaftaran yang 
tercantum dalam PKBE, dalam hal merupakan barang konsolidasi. 

(10) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE. 
(11) Alasan pembatalan PEB atau PKBE. | | 
(12) Alasan pembetulan PEB atau PKBE. 

(13) NPWP eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi. 
(14) Nama eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi. 

(15) Merek kemasan yang tercantum pada kemasan barang ekspor atau 
barang konsolidasi. 

atau barang konsolidasi. 

(17). Banyaknya kemasan barang ekspor atau barang konsolidasi. 

(18) Merek dan nomor peti kemas yang digunakan untuk mengemas 
barang ekspor atau barang konsolidasi. 

(19) Ukuran peti kemas yang digunakan untuk mengemas barang 
ekspor atau barang konsolidasi, misalnya 20' atau 40'. 

(20) Banyaknya peti kemas barang ekspor atau barang konsolidasi. : 

(21) Nama pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk melakukan 
pemeriksaan fisik barang ekspor. 

(22) — NIP pejabat barang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan 
fisik barang ekspor. 

(23) Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menunjuk 
pemeriksa barang. 

(24) Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir 
(24). 

(25) NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (24). 

(26) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai 
atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang 

G



(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(81). 

(32) 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

(87) 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

(48) 

(49) 

Tanda tangan pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk untuk 
melakukan pemeriksaan fisik barang ekspor. 

Nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28). 
NIP pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (28). 
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) persetujuan pengeluaran 
barang ekspor. 

Tanda tangan pejabat pemeriksa dokumen yang menerbitkan 
SPPBE. 

Nama pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir 
(32). 

NIP pejabat pemeriksa dokumen yang menandatangani butir (32). 
Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) dikeluarkannya barang 
ekspor dari kawasan pabean di pelabuhan muat, tempat muat 
ekspor, TPS atau tempat lain selain TPS. 

Waktu dikeluarkannya barang ekspor dari kawasan pabean di 
pelabuhan muat, tempat muat ekspor, TPS atau tempat lain selain 
IPS. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran 
barang. 

Nama petugas dinas luar yang mengawasi pengeluaran barang 
yang menandatangani SPPBE pada butir (37). 

Nomor induk pegawai petugas dinas luar yang mengawasi 
pengeluaran barang yang menandatangani SPPBE pada butir (37). 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 
kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor dimasukkan ke 
TPB, 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimasukkannya barang 
ekspor ke TPB. 

Waktu dimasukkannya barang ekspor ke TPB. 

Tanda tangan pejabat bea dan cukai yang mengawasi TPB. 

Nama pejabat bea dan cukai yang megawasi TPB yang 
menandatangani butir (43). 

menandatangani butir (43). | 

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: utuh, 
rusak atau tidak sesuai, yang merupakan hasil pemeriksaan 
kondisi segel peti kemas pada saat barang ekspor dimasukkan 
kembali ke kawasan pabean tempat pemuatan. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) dimasukkannya barang 
ekspor kawasan pabean tempat pemuatan semula. 

Waktu dimasukkannya barang ekspor ke kawasan pabean tempat 
pemuatan semula. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan 
kembali ke kawasan pabean tempat pemuatan. 

Nama petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke 
kawasan pabean tempat pemuatan.yang menandatangani butir 
(49). 

@



(50) NIP petugas dinas luar yang mengawasi pemasukan kembali ke 

(49). |



Contoh 3.A 

Kop Perusahaan 

Nomor | mama Un 
Lampiran se Ne asian 
Hal : Pemberitahuan eksportir yang merupakan 

kelompok Perusahaan ............. (3) ....o.ooraoman 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama/ 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai....... (Antam 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor: /PMK.04/2014 dan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32 /BC/2014 tentang 
Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
Nomor PER- /BC/2019, dengan ini kami mengajukan pemberitahuan 
mengenai eksportir yang termasuk dalam kelompok perusahaan kami. 

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang 
terdiri dari : 
a. Nama perusahaan yang bertanggung jawab atas penggabungan pengiriman 

barang ekspor dari kelompok perusahaan. 
b. Nama-nama Perusahaan yang berada dalam satu kelompok. 
Cc. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 0 

Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/jabatan.



TATA CARA PENGISIAN 

Contoh 3.A 

Diisi dengan 
  

(6) 

Nomor surat pemberitahuan eksportir yang merupakan 
kelompok perusahaan. 

Jumlah lampiran “surat pemberitahuan eksportir yang 
merupakan kelompok perusahaan. 

Nama kelompok perusahaan (holding company). 

Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan 
pelayanan bea dan cukai yang mengawasi kegiatan ekspor 
perusahaan yang bersangkutan. 

Nama daerah atau tempat penerbitan surat pemberitahuan 
eksportir yang merupakan kelompok perusahaan. 

Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat pemberitahuan 
eksportir yang merupakan kelompok perusahaan.



Contoh 3.B 

Kop Perusahaan 

s.cc.cw.c.rur. 
Nomer Seo (1) 

Lampiran: .......... (ana 
Hal : Permohonan Pendaftaran sebagai 

Konsolidator Barang Ekspor 

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / 
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai ....... Bai 

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor : 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : /PMK.04/2019 dan Peraturan 
Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-32BC /2014 tentang Tatalaksana 
Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 
PER- /BC/2019, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran 
perusahaan sebagai konsolidator barang ekspor. 

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan satu berkas dokumen yang 
terdiri dari : : 
a. fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan 

oleh instansi yang berwenang: 
b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan 

dari instansi yang berwenang: 
fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT 
tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib : menyerahkan SPT, 

e. peta lokasi dan denah bangunan/ lapangan untuk kegiatan stuffiing: 
f. fotokopi sertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan oleh Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): 
8. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kesanggupan untuk 

dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

6 
C 

Demikian permohonan diajukan dan kami menyatakan bersedia: 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tanda tangan dan cap perusahaan 

Nama/jabatan.



No. 

TATA CARA PENGISIAN 
Contoh 3.B 

Diisi dengan 
  

(1) 

(2) . 

(4) 

(S) 

Nomor surat permohonan pendaftaran sebagai konsolidator 
barang ekspor. 

Jumlah lampiran surat permohonan pendaftaran sebagai 
konsolidator barang ekspor. | 

Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan 
pelayanan bea dan cukai yang mengawasi kegiatan ekspor pihak 

barang ekspor. 

Nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan 
pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor. 

Tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan 
pendaftaran sebagai konsolidator barang ekspor.



  

Contoh 3.C 
  

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KANTOR WILAYAH/ KANTOR PELAYANAN UTAMA ........ (Dosen 

TENTANG 

PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR 
KEPADA ......... @ownanananaaan 

KEPALA BIDANG ee-ee1i2011 (Done sa nano. / KEPALA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN 

BEA DAN CUKAI .............(2) 

Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan ........... (G)secoveswnssn nomor 
Sita @....c. j(tanggal diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah 
memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Konsolidator Barang Ekspor, 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 
memberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor kepada........... (Dina 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara 4661): 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di 
Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 145/ PMK.04/2014: 

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 
Kepabeanan di Bidang Ekspor. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 5 KEPUTUSAN KEPALA BIDANG “rere... (1) 

PELAYANAN BEA DAN CUKAIL see. c..io.i... (@uscecoewi TENTANG PERSETUJUAN SEBAGAI 

PERTAMA : Kepada 

Nama Perusahaan 

NPWP susana 
Alamat Perusahaan Inna Bestnaan 
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab semasa (Oasis 
Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab ban (20) 

  

diberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor: 

kada /BC/2014 tentang Tata Laksana 

   



  

  

KEDUA : Pemberian persetujuan sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama disertai kewajiban 
sebagai berikut: 
a. 

KETIGA : a. 

Menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, 

Menyediakan ruangan kerja untuk Petugas Bea dan Cukai: 
Mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli ega yang diterbitkan BPPK 
Kementerian Keuangan: 

Mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing: 
Meminta Persetujuan Kantor Pelayanan Utama.....(1)........./ Kantor Pengawasan dan 
Pelayanan ..... (2)..... bila akan mengadakan perubahan tata letak bangunan/ruangan, 
dan 

Memberitahukan 2 (dua) bulan sebelumnya ke Kantor Pelayanan Utama...(1) 
/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...... (2)....... bila akan menutup usahanya. 

Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama berhak 
melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama......(1)..... 
/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ... (2).... 

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dicabut apabila 
melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak 
melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan berturut turut. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. 
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai: 

2. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kantor Wilayah Bea dan Cukai 

Ditetapkan di...... (A9)..... pada tanggal ......(12)..... 

II HANYA?) PAMA 

   



No. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7). 

(8) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(1S) 

TATA CARA PENGISIAN 
PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR 

Contoh 3.C 

Diisi dengan 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor 
pabean atau nama kantor pelayanan utama tempat persetujuan 
sebagai konsolidator barang ekspor diterbitkan. 

Nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tempat 
persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor diterbitkan. 

Nomor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor sesuai 
dengan kode surat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah : 

mm tahun diterbitkannya persetujuan 
sebagai konsolidator barang ekspor 
kode kantor pengawasan dan pelayanan 
bea cukai yang menerbitkan persetujuan 
sebagai konsolidator barang ekspor 
kode kantor wilayah yang membawahi 
kantor pengawasan dan pelayanan bea 
cukai yang menerbitkan persetujuan 
sebagai konsolidator barang ekspor 
nomor surat persetujuan sebagai 
konsolidator barang ekspor 

  

A 

Nama pihak yang mengajukan permohonan sebagai 
konsolidator. 

Nomor surat permohonan sebagai konsolidator barang ekspor. 

Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan sebagai 
konsolidator barang ekspor. 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang mengajukan 
permohonan sebagai konsolidator. 

konsolidator barang ekspor. | 

Nama pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang 
melakukan konsolidasi. 

Alamat lengkap pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang 
melakukan konsolidasi. 

Daerah atau tempat diterbitkannya persetujuan sebagai 
konsolidator barang ekspor. 

Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya persetujuan sebagai 
konsolidator barang ekspor. 

Pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan. 

Nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan. 

NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani keputusan.



FORMAT DOKUMEN PELAYANAN EKSPOR 
    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH /KANTOR PELAYANAN UTAMA... (D... 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAL..... 2... 

DOKUMEN PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH 
SEBELUM PENGAJUAN PEB 

NOMOR : .....(3) TANGGAL : .....(4) 

1. KANTOR PABEAN PENGAJUAN PERMOHONAN :...... (5) 

2. EKSPORTIR: 
az NPWP: Seed (6) 
b. Nama tawes (7) 

"orercerennaneananannn 

"..—.orcorcooroconanua 

nunereveneangenananguana 

3. SARANA PENGANGKUT: 
a. Nama F Senbinbeanevammas (Ip an nnnnnrnnnnannnnannan 
b. Voyage/Flight/Nopol : ........oooooo.. (10) snow... 

#ucccccococwo.co..w. 

5. DATA BARANG: 
a. Jenis | BEAN anna (12) 
b. Jumlah 5 Wiorilbinonosmsmensan (13) 
c. Pos Tarif : ..... oom. (14) 

#n0nvanuaonenganenean una 

s.coooomorensananuanana 

socoo.KoKommoanc.. 

6. PERMOHONAN PELAYANAN EKSPOR: 

PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH 

a. PELABUHAN MUAT: 
1) Pelabuhan Muat Asal S memanen ..(15) 
2) Pelabuhan Muat Ekspor 1 ooaenngnganan (16) 

....ococococ. 

necoruranuanaangaa 

srewontoneananannan 

C. DOKUMEN PELENGKAP: Nomor dan Tanggal Shipping Instruction/ Shipping Order 
BEN ban mmeran (18) na adonan onnnnnnnnaan 

  

CATATAN PERSETUJUAN PEMUATAN 

Kepala Kantor 

Tanda tangan :......... (DO) bassist 
Nama Manga (2 jisitintiannene 
NIP disana PON ntu       

  

     



  CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN | CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA 
PABEAN PENGANGKUT 

Mulai masuk tanggal.....(23)....pukul....(24)..... Mulai muat tanggal...(30)....pukul..(31)... 
Selesai masuk tanggal.....(25)....pukul....(26)..... Selesai muat tanggal...(32)....pukul..(33).. 

Petugas Dinas Luar | Petugas Dinas Luar ' 

Tanda tangan : ........(27)...ooo.. £. Tanda tangan :........... (94) 
Nama Hoon (Bejweeetem Nama 3 Semanis (35)... 
NIP E-cewnewel 2D oeencasu cawan NIP N bra (36)....   
  

      

  

  

&



Nomor (1) 

Nomor (2) 

Nomor (3) 

Nomor (4) 

Nomor (5) 

Nomor (6) 

Nomor (7) 

Nomor (8) 

. Nomor (9) 

Nomor (10) 

  

PETUNJUK PENGISIAN 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi 
kantor pabean atau kantor pelayanan utama bea dan cukai 
tempat permohonan pemuatan barang untuk ekspor barang 
dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum 

Nama kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai 
tempat permohonan pemuatan barang untuk ekspor barang 
dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum 
pengajuan PEB diterbitkan. 

Nomor dokumen pemuatan barang untuk ekspor barang 
dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum 
pengajuan PEB, yang diterbitkan oleh SKP. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya 
dokumen pemuatan barang untuk ekspor barang dalam 
bentuk curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum 
pengajuan PEB, yang diterbitkan oleh SKP. 

Nama Kantor Pabean tempat Pengajuan Permohonan 

NPWP eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk 
ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan 
fisik sebelum pengajuan PEB. 

Nama eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk 
ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan 
fisik sebelum pengajuan PEB sesuai dengan nama eksportir 
pada kartu identitasnya. 

Alamat eksportir yang melakukan pemuatan barang untuk 
ekspor barang dalam bentuk curah dan/atau pemeriksaan 
fisik sebelum pengajuan PEB sesuai dengan alamat 
eksportir pada kartu identitasnya. 

Nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar 
daerah pabean, dalam hal pengangkutan multimoda maka 
nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana 
pengangkut pertama yang memuat barang curah. 

Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk 
sarana pengangkut laut, nomor flight untuk sarana 
pengangkut udara, atau nomor polisi untuk sarana 
pengangkut darat. 

  

  
&



Nomor (11) : Tanggal, bulan dan tahun (dd/ mm/yyyy) perkiraan barang 
akan diekspor, yaitu perkiraan tanggal selesai pemuatan 
barang ke sarana pengangkut yang menyju luar daerah 
pabean. 

(Dalam hal pengangkutan multimoda, maka tanggal 
perkiraan ekspor yang ditulis adalah tanggal perkiraan 
ekspor dari sarana pengangkut pertama yang akan 
membawa barang ekspor). 

Nomor (12) : Uraian jenis barang. 

: Nomor (13) : Jumlah barang. 

Nomor (14) : Nomor pos tarif barang. | 

Pilihan untuk memilih salah satu permohonan pelayanan ekspor. 

A. Pemuatan barang untuk ekspor dalam bentuk curah 
B. Pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB 

PEMUATAN BARANG UNTUK EKSPOR DALAM BENTUK CURAH 

(penjelasan butir (15) dan (16) : dalam hal barang konsolidasi dimuat ke 
sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean atau dimuat 
ke sarana pengangkut tujuan dalam daerah pabean dan sarana pengangkut 
tersebut merupakan bagian dari pengangkutan multimoda, maka pelabuhan 
pemuatan asal sama dengan pelabuhan pemuatan ekspor). 

Nomor (15) : Nama pelabuhan muat asal 

Nomor (16) : Nama pelabuhan muat ekspor 

Nomor (17) : Nama pelabuhan tempat akan dibongkarnya barang ekspor 
dalam bentuk curah di luar daerah pabean 

Nomor (18) : Nomor dan Tanggal Shipping Instruction/ Shipping Order 

Nomor (19) : Catatan persetujuan pemuatan ekspor barang dalam 
bentuk curah dalam hal permohonan pemuatan €kspor 
barang dalam bentuk curah disetujui oleh kepala kantor 
pabean pemuatan. 2 

Nomor (20) : Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan yang 
: menyetujui permohonan pemuatan ekspor barang curah. 

Nomor (21) : Nama kepala kantor pabean pemuatan ) yang 
menandatangani butir (20). 

  

  

   



Nomor (22) Nomor Induk Pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang 
menandatangani butir (20). 

CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN : 
(butir (23) s.d. butir (29) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana 
pengangkut di kawasan pabean) 

Nomor (23) 

Nomor (24) 

Nomor (25) 

Nomor (26) 

Nomor (27) 

Nomor (28) 

Nomor (29) 

Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) mulai pemasukan 
barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan 
pabean. | 

Waktu mulai pemasukan barang untuk diekspor dalam 
bentuk curah ke kawasan pabean. 

Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) selesai pemasukan 
barang untuk diekspor dalam bentuk curah ke kawasan 
pabean. 

Waktu selesai pemasukan barang untuk diekspor dalam 
bentuk curah ke kawasan pabean. 

Tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan 
. pabean. 

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (27). 

Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang 
menandatangani butir (27). 

CATATAN PEMUATAN BARANG KE SARANA PENGANGKUT ) 
(butir (30) s.d. butir (36) diisi dalam hal barang curah dimuat ke sarana 

Nomor (30) 

Nomor (31) 

Nomor (32) 

Nomor (33) 

Nomor (34) 

Nomor (35) 

| pengangkut di tempat lain diluar kawasan pabean) 

Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) mulai pemuatan 
ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. 

Waktu mulai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah 
ke sarana pengangkut. 
Tanggal, bulan, tahun (dd/mm/yyyy) selesai pemuatan 
ekspor barang dalam bentuk curah ke sarana pengangkut. 

Waktu selesai pemuatan ekspor barang dalam bentuk curah 
ke sarana pengangkut. 

Tanda tangan petugas dinas luar yang mengawasi 
pemuatan. 

Nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (34). 
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Nomor (36) : Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang 
menandatangani butir (34). 

Nomor (37) : Diisi oleh Petugas Dinas Luar yang menandatangani butir 
: (34), meliputi jumlah barang yang dimuat ke sarana 

pengangkut. 

  

G 

   



  

  

Contoh 3.E 
  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 
KANTOR WILAYAH / KANTOR PELAYANAN UTAMA ......... Partners 
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI e...orv1orx11e(2 prana sanam 

Pemberitahuan Barang Yang Akan Diekspor Yang Diangkut Dengan Sarana Pengangkut Laut 
Dan/Atau Udara Dalam Negeri Yang Bukan Merupakan Bagian Dari Angkutan Multimoda 

  

Nomor : ..... siar Tanggal : ......(4)......       

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama / Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 
SENASNSA saman) benseesnensesee 

Berikut ini diberitahukan data barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut / udara 
dalam negeri untuk dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean di pelabuhan 
muat ekspor, dengan data-data sebagai berikut: 

  

|. DATA SARANA PENGANGKUT: II. DATA PELABUHAN MUAT ASAL: 
1. Nama 5 seosuwnongssan (Ojo pera 1. Nama 3 prernsae "2210p nata 
2. Voyage/ Flight — 5 .a.oooooooooooo”o()oeennemaaan 2. KPUBC/KPPBC 5 seisiversneresenel TT Jarae 
3. BC 1.1 (outward manifest) 

Nomor 3 semasa) 
Tanggal £ ewoorerrea anna arnnnnnannn 

  

      

  

. PEB PKBE NPE Peti Kemas/Kemasan No Eksportir 
Nomor | Tanggal Nomor | Tanggal Nomor | Tanggal | Merek/Nomor | Ukuran 
  

  

(12) | ari (13)... | 414)... | 2a2(15)anea | 2416)... | 2x17). | 12418) | 10119) Daan Bf (21)... 

                          

  

Keterangan : Copy PEB/PKBE, NPE & Fotokopi BC 1.1 (outward manifest) terlampir 
  
    

Kepala Kantor 

Tandatangan :...........(22)....... ta. 
Nama Poresangensan (23 jieeresenas 
NIP Pramana (20) onanananann 

  

  

 



TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT 
DENGAN SARANA PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI 

No. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(7) 

(8) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA 

Diisi dengan 
Nama kantor wilayah bea dan cukai yang membawahi kantor pabean atau 
nama kantor pelayanan utama di pelabuhan muat asal. 
Nama kantor pengawasan dan pelayanan di pelabuhan muat asal. 

Nomor pemberitahuan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan 
sarana pengangkut laut atau udara dalam negeri yang bukan merupakan 
bagian dari angkutan multimoda. Adapun tata urutan nomor dan kode adalah: 

  

tahun diterbitkannya 
pemberitahuan 
kode kantor pengawasan dan 
pelayanan bea cukai yang 
menerbitkan pemberitahuan 
kode kantor wilayah yang 
membawahi kantor pengawasan 
dan pelayanan bea cukai yang 
menerbitkan pemberitahuan 
nomor pemberitahuan 

  
  

& 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pemberitahuan sebagimana 
dimaksud butir (3). 

Nama kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan 
pelabuhan muat ekspor. 

Nama sarana pengangkut yang mengangkut barang yang akan diekspor dari 
pelabuah muat asal. 

Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana 
pengangkut laut atau nomor flight untuk sarana pengangkut udara. 
Nomor BC 1.1 outward manifest yang didaftarkan pada kantor pabean 
pemuatan di pelabuhan muat asal. 
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1 outward manifest yang 
didaftarkan pada kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal. 
Nama pelabuhan muat asal. 

PEB. 

Nomor urut data yang akan diberitahukan. 

Nama eksportir sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang 
tercantum dalam PEB. 
Nomor PKBE sesuai dengan yang tercantum dalam PKBE yang telah 

&



(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

didaftarkan, dalam hal ekspor barang konsolidasi. 
Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBE sesuai yang 
tercantum dalam PKBE. 
Nomor NPE sesuai yang tercantum dalam NPE. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) diterbitkannya NPE sesuai: yang tercantum dalam NPE. 
Merek/nomor peti kemas/kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam PEB. 
Ukuran dari peti kemas atau kemasan pada butir (20) sesuai dengan ukuran 
peti kemas atau kemasan yang tercantum dalam PEB. 
Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat asal. 
Nama kepala kantor yang menandatangani butir (22). 

Nomor Induk Pegawai kepala kantor yang menandatangani butir (22).
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No. 

TATA CARA PENGISIAN 

PEMBERITAHUAN HASIL REKONSILIASI 
DIANGKUT DENGAN SARANA PENGANGKUT 
DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN 

MULTIMODA 

Diisi denga 

BARANG EKSPOR YANG 
LAUT DAN/ATAU UDARA 
BAGIAN DARI ANGKUTAN 

  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

(7) 

(8) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

Nama kantor wilayah bea dan cukai yan 
nama kantor pelayanan utama di pelabuh 

Nama kantor pengawasan dan pelayanan 

Nomor pemberitahuan hasil rekonsilias 
dengan sarana pengangkut laut dan/atau ud 
merupakan bagian dari angkutan multi 
dan kode adalah: 

PEM......... /WBC........ /KPa..... Penannnana 

, 

  kh 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm 
dimaksud butir (3). 

Nama kantor pelayanan utama atau k 
pelabuhan muat ekspor. -: 

Nomor urut data yang akan diberitahukan 

Nama eksportir yang tercantum dalam PEB 

Nomor PEB yang disampaikan pada 
pelabuhan muat asal. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) 
butir (9). 

Nomor PKBE yang disampaikan pada 
pelabuhan muat asal. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) 
butir (11). 

Nomor NPE yang diterbitkan oleh kantor 
muat asal. 

Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy 
butir (13). 
Merek/nomor peti kemas/kemasan baran 

Ukuran dari peti kemas atau kemasan 

tahun 
pemberitahuan 

pa 

g membawahi kantor pabean atau 
an muat ekspor. 

di pelabuhan muat ekspor. 

barang ekspor yang diangkut 
ara dalam negeri yang bukan 

moda. Adapun tata urutan nomor 

diterbitkannya 

kode kantor pengawasan dan 
pelayanan bea cukai yang 
menerbitkan pemberitahuan 

kode kantor wilayah yang 
membawahi 
pengawasan dan pelayanan 
bea cukai yang menerbitkan 
pemberitahuan 

kantor 

nomor pemberitahuan 

/yyyy) pemberitahuan sebagimana 

antor pengawasan dan pelayanan 

kantor pabean pemuatan di 

PEB sebagaimana dimaksud 

kantor pabean pemuatan di 

PKBE sebagaimana dimaksud 

pabean pemuatan di pelabuhan 

) NPE sebagaimana dimaksud 

gekspor. 

da butir (15). &



(17) 

(18) 

- Nama sarana pengangkut yang mengangkut barang ekspor dengan 

tujuan luar daerah pabean. 

- Nomor perjalanan sarana pengangkut, nomor voyage untuk sarana 

pengangkut laut atau nomor flight untuk sarana pengangkut udara. 

- Nomor BC 1.1 yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan di 

pelabuhan muat ekspor. 

- Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) BC 1.1. 

- Nomor pos atau sub pos barang ekspor dalam BC 1.1. 

Keterangan 

- Penggantian peti kemas/kemasan, dalam hal terjadi penggantian. 

- Dan lain-lain. 

Tanda tangan kepala kantor pabean pemuatan di pelabuhan muat ekspor. 

Nama kepala kantor pabean pemuatan yang menandatangani butir (20). 

Nomor induk pegawai kepala kantor pabean pemuatan yang 

menandatangani butir (20). 

  

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

Ata - 

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretaris Direktorat Jenderal 

     

u.b. 

3 Kepala B agian Umum 
ME aa AN Ka Apr ? “1 AN N 
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